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dilakukan oleh penulis menemukan fakta yang memperlihatkan bahwa pembatalan 
Sertifikat No. ID. 0004475 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya yang menjadi penilaian majelis 
Hakim pemeriksa perkara tersebut adalah dalam hal bentuk dan bukan terhadap 
konfigurasi dari kedua Sertifikat tersebut, karena konfigurasi pada kedua Sertifikat 
tersebut tidak mendapat perlindungan hukum desain industri. Hasil penelitian 
berikutnya, ditemukan bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 0010242 adalah sudah 
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, cakupan 
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hanya bentuk saja, karena konfigurasi dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan 
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Kata kunci:
Sertifikat desain industri, pembatalan dan putusan pengadilan.

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Name : Lexyndo Hakim
Study Pro gramme : Master of Notary
Thesis : The Analyzation Of Industrial Design Certificates

ID. No. 0000759, ID. No. 0004475 and ID. No. 0010242.

Annulment of Industrial Design Certificate in Indonesia is governed in Law Number 
31/2000 on Industrial Design in conjunction with the Government Regulation 
Number 01/2005 on the Enforcement of Law Number 31/2000 on Industrial Design. 
This thesis writing is using normative method. The writer research namely industrial 
design certificates for ruler under ID. No. 0010242, ID. No. 0004475 and ID. No. 
0000759. The holder of the Certificate ID. No. 0000759 filed an annulment suit over 
Certificate ID. No. 0004475. Such suit was granted under a judgment No.
04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/Desain.Industri/2005 PN.Niaga.Jkt.Pst. The results of 
research carried out by the writer found the facts indicating that annulment of 
Certificate ID. No. 0004475 is inappropriate and against the prevailing statutory 
regulations. The assessment of the Panel of Judges the examiner of such be in term 
of form instead of configurations of both Certificates, since configurations on both 
certificates do not obtain industrial design legal protection. The results of subsequent 
research, were found that the issuance of Certificate ID. No. 0010242 has been 
pursuant to the prevailing statutory regulations. And then, the ruler protection scope 
on Certificate ID. NO. 0000759 and ID. No. 0004475 shall be only for the form, 
since configuration in this case absolutely doesn’t obtain any industrial design legal 
protection. According to the writer, its better Law Number 31/2000 jo. GR Number 
01/2005 is improved further by adding sreveral articles governing expressly on scope 
of granting industrial design protection and on definition on industrial design 
similarity, so that the legal matters of industrial design may be avoided in the future.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Desain Industri merupakan bagian dari Industrial Property (Hak 

atas Kekayaan Intelektual) dan hak kekayaan ini merupakan cabang dari HKI.1 

Perlindungan hukum desain industri diberikan melalui sistem pendaftaran atau 

dikenal dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 

(“U U Dr), yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan 

permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti 

sebaliknya. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena 

pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran.2 

Pendaftaran adalah mutlak untuk teijadinya suatu hak desain industri, tanpa 

pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada 

perlindungan.3

1 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan 
Baru Desain Industri., Cetakan Kedua yang direvisi dan ditambah., (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004)., hal. 11.

2 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era perdagangan 
bebas., (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)., hal. 59.

3 Ibid

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Pengaturan terhadap suatu desain industri dimaksudkan untuk memberikan 

landasan perlindungan yang efektif untuk mencegah hal-hal yang timbul dari 

penggunaan desain industri secara tidak sah yang mengakibatkan hilangnya daya 

pembeda dari suatu desain industri, yang pada akhirnya menimbulkan kebingunan 

konsumen untuk mengenali produk desain industri yang asli dengan produk yang 

tidak asli. Pengaturan ini juga untuk menghindari segala bentuk pembajakan ataupun 

peniruan atas suatu desain industri yang telah terdaftar ataupun yang telah dilindungi 

oleh HKI4 dan diketahui secara umum di masyarakat. Sebaliknya, jika desain industri 

tersebut tidak didaftarkan dan tidak mendapatkan sertifikat desain industri, maka 

pihak lain dapat mengklaim bahwa desain itu adalah hasil kreativitasnya, sehingga 

pelaku usaha di Indonesia yang memiliki desain tersebut tidak bisa lagi menjual atau 

menggunakan lagi desain tersebut tanpa persetujuan pemegang sertifikat. Prinsip 

pengaturan desain industri ini adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual 

yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta 

dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. 5

Suatu hasil karya intelektual desain industri merupakan suatu karya 

intelektual seseorang yang sangat wajar untuk mendapat perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum diberikan agar pemilik hak dapat menggunakan atau

4 Sampai saat ini, Perangkat Peraturan Undang-Undang HKI yang menjadi sumber hukum di 
Indonesia saat ini adalah Hak Cipta, dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak 
Cipta; Hak Merek, dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek; Hak Paten, 
dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001, Tentang Paten; Perlindungan Varietas Tanaman, 
dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000, Tentang Varietas Tanaman; Undang-Undang RI 
Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000, 
Tentang Desain Industri; dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000, Tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu.

5 Pipin Syarifm dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di 
Indonesia.,(Bandung: Pustaka Bani Quarisy, 2004)., hal. 85.

2
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memanfaatkan hasil karya intelektualnya dengan rasa aman, yang pada akhirnya 

akan mencapai suatu keadaan yang dapat merangsang aktivitas dan kreativitas setiap 

individu sebagai desainer untuk terus-menerus bersaing menciptakan sesuatu yang 

baru. Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik hak dapat mengungkapkan jenis, 

bentuk, cara serta manfaat dari kekayaan itu dengan aman karena memperoleh 

perlindungan hukum. Masyarakat pun dapat ikut menikmati atau menggunakan hak 

tersebut atas dasar izin dari pemegang hak atau bahkan dapat ikut 

mengembangkannya lebih lanjut.6

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUDI.

Dengan memperhatikan definisi yang tercantum diatas, dapat disimpulkan 

adanya dua unsur utama dalam desain industri yaitu : bentuk dan kesan estetis yang 

berarti dapat dilihat secara kasat mata.7

Selain itu, ada pendapat mengenai pengertian desain industri, diantaranya:

a. World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai suatu 
organisasi internasional di bidang HKI merumuskan desain industri 
sebagai berikut: " An industrial design is the ornamental aspects o f a 
useful article. This ornaminental aspect may be constituted by

6 Suyud Margono, Hak Kekayaan IntelektualKomentar atas Undang-Undang Rahasia 
Dagang - Desain Industri -  Desam Tata Letak Sirkuit Terpadu., (Jakarta: CV. Novindo Pustaka 
Mandiri, 2001)., hal. 7.

7 www.legalitas.org.

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008

http://www.legalitas.org


elements which are three-dimentional (the shape o f the article) or two 
dimentional (lines, designs, color), but must not be solely dictated by 
the function for which the useful article is intended”.8

b. Hemy Soelistyo Budi, memberikan definisi sebagai : “Suatu kreasi

mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau wama- 

wama atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau 

penampilan khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat 

dipakai sebagai pola bentuk memproduksi barang atau komoditi 

industri secara massal”.9

c. Profesor Bruce Archer, merumuskan : “ desain industri adalah bidang 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman manusia yang 

mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi 

lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan 

kebendaannya dan secara khusus, desain dikaitkan dengan 

konfigurasi, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan 

manusia” 10

d. Yustiono, dalam pengertian yang lebih luas, mengemukakan 

rumusannya dengan meninjau desain industri dari aspek lingkupnya, 

yaitu : “ruang lingkup desain ini mencakup fenomena benda buatan 

manusia yakni mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang 

paling kecil, seperti sendok-garpu, hingga pada corak dan model

8 Ranti Fauza Mayana, Op. C i thal. 12.

9 Ibid.

10 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak M ilik Intelektual, Sejarah, teori dan 
prakteknya d i Indonesia. Edisi Revisi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)., hal. 219.
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tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat 

transport beserta jaringannya”.11

Dari beberapa pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, pola 

maupun warna, atau gabungan unsur-unsur tersebut yang memberikan suatu kesan 

baru, pembeda, dan estetis pada suatu produk ataupun barang sehingga mempunyai 

nilai ekonomis.

Perlindungan hukum suatu desain industri bisa diberikan teihadap bentuk 

atau konfigurasi atau komposisi warna atau bentuk dan konfigurasi atau bentuk dan 

komposisi warna atau konfigurasi dan komposisi warna ataupun gabungan dari 

bentuk, konfigurasi dan komposisi warna.

Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis meneliti suatu produk desain 

industri yang menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat Produk desain 

industri tersebut adalah mengenai produk penggaris yang digunakan untuk Ujian 

Ebtanas dan sejenisnya. Dalam penelitian tersebut, terdapat 2 (dua) pihak yang 

memiliki hak desain industri penggaris yaitu, Tjioe Gwek Hwa yang memiliki 

Sertifikat Desain Industri No. ID.0000759, tertanggal 29 April 2002, dengan judul 

Desain Penggaris Ebtanas, dan Sujanto sebagai pemilik Sertifikat Desain Industri No 

ID.0004475, tertanggal 14 Agustus 2003 yang beijudul Penggaris, serta Sertifikat 

Desain Industri No. ID.0010242 tertanggal 29 Januari 2007. Kegunaan dari
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penggaris-penggaris tersebut adalah sebagai alat bantu untuk melubangi formulir 

lembar jawaban Ujian Nasional / Ebtanas.

Adapun dalam Sertifikatnya, Tjioe Gwek Hwa mendapat perlindungan 

Bentuk terhadap desain penggaris ebtanasnya, sedangkan Sujanto mendapatkan 

perlindungan Bentuk pada Sertifikat No. ID.0004475, dan mendapat perlindungan 

Bentuk dan Konfigurasi pada Sertifikat No. ID.0010242. Bahwa sebelum terbit 

Sertifikat No. ID.0004475 milik Sujanto, telah dilakukan Pemeriksaan Substantif 

oleh Ditjen HKI yang menyatakan sebagai berikut:

1 . Bentuk adalah batas desain dengan lingkungannya, dan konnfigurasi 

dalam hal tersebut berupa panah dengan arsiran, lobang-lobang atau pola 

seperti pita dan lain-lain.

2 . Bentuk keseluruhan pada desain tersebut dinyatakan berbeda dengan data 

pembanding, sehingga dianggap “baru”.

3 . Konfigurasi dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga 

dinyatakan “tidak baru”.

Berdasarkan analis pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Ditjen HKI tersebut, 

maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID.0004475 dengan 

perlindungan terhadap BENTUK, perlindungan mana sama seperti yang diberikan 

terhadap Sertifikat Desain Industri No. ID.0000759 yang digunakan sebagai data 

pembanding terdekat.

Akibat terbitnya Sertifikat No. ID.0004475 tersebut, Tjioe Gwek Hwa 

mengajukan Gugatan Pembatalan atas Sertifikat desain industri No. ID.0004475 

milik Sujanto, dengan alasan bahwa desain industn tersebut tidak baru lagi dan sama
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dengan miliknya. Setelah melewati tahap-tahap persidangan, pada tanggal 5 

Desember 2005, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan 

putusan untuk mengabulkan gugatan Tjioe Gwek Hwa tersebut untuk sebagian dan 

menyatakan bahwa desain industri No. ID.0004475 milik Sujanto memiliki 

persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik Penggugat, 

namun sebenarnya Bentuk jelas-jelas berbeda dan berhak dimiliki oleh Sujanto. 

Selanjutnya, Sujanto mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas 

putusan No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.tersebut, dan pada 

tanggal 27 Maret 2006, berdasarkan Putusan No. 04K/N/HAKI/2006, Majelis Hakim 

Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan 

kasasi dari Pemohon kasasi Sujanto dengan alasan sebagai berikut:

1 . Hak desain industri milik penggugat Tjioe Gwek Hwa telah terdaftar 

lebih dahulu dari Desain Industri milik tergugat Sujanto;

2 . Desain industri milik penggugat Tjioe Gwek Hwa diberikan perlindungan 

hukum terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri" yang 

berarti diasumsikan diberikan untuk bentuk dan konfigurasi;

3 . Bahwa konfigurasi milik tergugat Sujanto sama secara keseluruhan 

dengan konfigurasi milik penggugat Tjioe Gwek Hwa.

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, maka Sertifikat No. ID.0004475 

milik Sujanto dihapus dari Daftar Umum Desain Industri Ditjen HKI. Berdasarkan 

hal itu, pihak Sujanto sangat berkeberatan dan sangat merugikannya sebagai salah 

satu pelaku usaha, karena obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah masing- 

masing berbeda dan masing-masing mempunyai hak untuk berdiri sendiri-sendiri.
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Yang mana dalam sertifikat desain industri No. ID.0000759 milik Tjioe Gwek Hwa 

mendapat perlindungan terhadap Bentuk, dan pada sertifikat desain industri No. 

1D.0004475 milik Sujanto juga mendapat perlindungan terhadap Bentuk, hal ini 

membuktikan bahwa masing-masing Bentuk atas desain industri mereka adalah 

sudah memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sedangkan 

Konfigurasi atas kedua desain industri tersebut adalah tidak merupakan cakupan 

perlindungan hukum dalam Sertifikat Desain Industri yang bersangkutan. Jadi 

masing-masing Sertifikat No. ID.0000759 dan No. ID.0004475 hanya mendapat 

perlindungan terhadap Bentuk. Dengan dihapusnya Sertifikat No. ID004475 milik 

Sujanto berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Sujanto kembali mengajukan 

Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris kepada Ditjen HKI yang terbit 

pada tanggal 29 Januari 2007 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID.0010242 

dengan judul Penggaris, dengan konfigurasi yang menyerupai dan hanya bentuk yang 

berbeda.

Dari uraian tersebut dialas, Penulis berpendapat bahwa adanya suatu 

kekeliruan hukum dalam Putusan Perkara yang tidak sesuai dengan Aturan hukum 

yang ada, dimana perlindungan yang diberikan kepada kedua Sertifikat No. 

ID.0000759 dan No. ID.0004475 adalah hanya terhadap bentuk. Selanjutnya penulis 

melihat adanya kesamaan konfigurasi dalam desain industri No. ID.0010242 dengan 

Desain Industri sebelumnya yaitu No. ID.0000759 dan No. ID.0004475. Jadi, penulis 

ingin melakukan penelitian dan menganalisis terhadap permasalahan Sertifikat No. 

ID. 0010242, No. ID.004475 dan No. ID.0000759 dengan acuan UUDI dan
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 

(“PP 01/2005”), serta diharapkan dapat menemukan jawaban dari problematika 

tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat sejumlah permasalahan 

yang timbul yaitu sebagai berikut:

1 . Apakah pembatalan Sertifikat No. ID.0004475 sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku?

2 . Mengapa Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat No. ID.0010242 tertanggal 29 

Januan 2007 dengan Judul Penggaris, yang pada prinsipnya memiliki 

konfigurasi yang menyerupai dengan Sertifikat Desain Industri No. 

ID.0000759 tanggal 29 April 2002 dan Sertifikat Desain Industri No. 

ID.0004475 tanggal 14 Agustus 2003 yang telah terbit sebelumnya?

3 . Bagaimana cakupan pengertian perlindungan Bentuk dan atau Konfigurasi 

pada Sertifikat No. ID.0000759 dan Sertifikat No. ID.0004475?
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c. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode yang harus ditempuh 

agar bisa mendapatkan jawaban yang dipandang benar guna menjawab suatu 

masalah tertentu.12

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif^ yaitu penelitian 

yang meneliti bahan pustaka dan hukum yang bersifat positif13, yang mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.14

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 

sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tertier.15

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah secara preskriptif, yaitu penelitian 

yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.16

12 Soetandyo Wignosoebroto, Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. 
(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)., hal. 123.

13 Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat., 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)., hal. 13.

14 Sri Mamudji et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)., hal 9.

15 Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah : Bahan hukum primer, 
meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan HKI; Bahan hukum sekunder, yang diperoleh 
dari berbagai bahan pustaka, buku-buku maupun literatur-literatur, makalah dan tesis atau disertasi 
mengenai HKI khususnya desain industri; Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia.

16 Sri Mamudji et. Al., Op. Cit., hal. 4.
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Penelitian ini adalah untuk meneliti sesuatu untuk mencari hal-hal yang 

bersifat normatif dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang 

diharapkan dapat memberi saran atau masukan terhadap praktek yang selama ini 

mungkin dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pertama-tama peneliti akan menghimpun semua peraturan-peraturan serta 

putusan pengadilan yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu UUDI, PP 01/2005, 

dan Putusan Pengadilan No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. 

Putusan Mahkamah Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006. Selanjutnya peneliti akan 

menelaah asas-asas yang ada dalam UUDI, PP 01/2005, dan Putusan Pengadilan 

No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006 dengan buku-buku serta literatur mengenai HKI 

khususnya desain industri.

Peneliti selanjutnya akan membahas bagaimana pengertian dan cakupan 

bentuk dan konfigurasi menurut UUDI, PP 01/2005, Putusan Pengadilan 

No.58/DESAIN INDUSTRI /2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 04K/N/HAKI/2006., dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan 

dan buku-buku tentang desain industri. Hasil yang diperoleh akan disusun secara 

sistematis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

D. Sistematika Penulisan

Terdiri dari 3 (tiga)bab, yaitu:

Bab L PENDAHULUAN., yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok

Permasalahan, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab H. PEMBAHASAN., yang terdiri teori dan peraturan-peraturan tentang 

desain industri, disertai pembahasan mengenai penghapusan / pembatalan 

Sertifikat No. ID.0004475, penerbitan Sertifikat No. ID.0010242, serta 

membahas mengenai pengertian perlindungan bentuk dan atau konfigurasi 

dari desain industri yang menjadi obyek penelitian dan analisisnya.

Bab m . PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan.
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BAB n
ANALISIS TERHADAP SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI 

NO. ID. 0000759, NO. ID. 0004475, DAN NO. ID. 0010242

A. TEORI DAN PERATURAN DESAIN INDUSTRI

I. PENGERTIAN

Sumber pengaturan desain industri dimulai dari Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Sebelumnya tidak ada 

pengaturan khusus mengenai desain industri.17

Pengaturan desain industri terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa desain 

produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya, PP tersebut tidak 

pernah dikeluarkan.18

Kata ‘desain* berasal dari bahasa Inggris idesigni yang artinya 

rancangan bentuk, motif, atau corak. Pengertian secara yuridis atas desain 

industri dapat ditemukan pada Ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUDI, yaitu:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

17 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Aspek Hukum Bisnis Komersialisasi Aset Intelektual 
(Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hal. 12.

18 Ibid
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yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 

tangan”

Pasal 1 Angka (1) UUDI mengenai definisi/lingkup Desain Industri 

yang juga tercakup dalam Pasal 25 Angka (1) Agreement on TRIP 's adalah19 :

1. Kreasi yang memberi kesan estetis (kenampakan) dan bukan 

produk/barangnya itu sendiri, dibedakan antara nilai estetis 

(keindahan) dengan artistik (seni);

2. Terdapat sebutan produk/barangnya karena harus dapat diproduksi 

secara industri atau kerajinan tangan secara berulang-ulang, contoh : 

desain mainan berbentuk robot, desain mainan berbentuk patung 

binatang, baju dengan motif batik, pigura untuk foto/gambar, dsb 

(suatu motif batik saja belum ada sebutan barang/produknya, suatu 

seni patung atau seni pigura saja juga belum ada sebutan 

barang/produknya).

Nilai sebutan barangnya ada, yaitu konfigurasi bintang-bintang pada 

baju (motif/konfigurasi 2D) atau konfigurasi “kulit jeruk” pada sepatu 

(konfigurasi 3D).20

Selanjutnya dari beberapa pengertian tersebut di atas, penulis 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan desain industri adalah 

suatu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, pola, maupun warna, atau

19 Ditjen HKI, Materi Pelatihan Konsultan HKJ Tahun 2005., hal. 9.

20 Ibid., hal. 10.
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gabungan bentuk dan konfigurasi, bentuk dan komposisi garis, pola 

maupun warna, atau gabungan konfigurasi dan komposisi garis, pola 

maupun warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang 

memberikan suatu kesan baru, unik dan estetis pada suatu produk 

ataupun barang, serta dapat digunakan di dalam kegiatan industri 

sehingga mempunyai nilai ekonomis.

n . RUANG LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Menurut Pasal 1 Angka (5) UUDI, Hak desain industri adalah hak 

eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain 

atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 

tersebut

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak 

desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau 

memberikan izin kepada pihak lain, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan 

Pasal 9 Ayat (1) UUDI.

Menurut Pasal 6 UUDI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

subyek desain industri adalah pendesain yaitu orang yang menghasilkan 

rancangan desain industri, dan mereka yang menerima hak desain industri 

dari pendesain.

Dalam hal pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut 

asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan berarti
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sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang dapat 

membuktikan sumber aslinya. Asas pendaftaran pertama (first to filé) berarti 

bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri 

yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan berdasarkan asas orang 

yang pertama mendesain.

Menurut Pasal 1 Angka (9) Jo. Pasal 2 UUDI, objek perlindungan 

hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (novelty) yang 

telah terdaftar. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal 

penerimaan permohonan yang telah mmenuhi persyaratan administratif, 

desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. 

Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang 

sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan 

diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia 

atau di luar Indonesia. Desain Industri tidak dapat diberikan perlindungan 

hukum apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, 

sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UUDI.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, 

desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional 

ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui 

sebagai resmi, atau telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian atau 

pengembangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUDI.
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Perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan 

tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan itu dicatat dalam daftar 

umum desain industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUDL Pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) 

UUDI menyatakan bahwa daftar umum desain industri adalah sarana 

penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri 

yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal 

diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan 

lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah 

dilakukan) dan juga mengenai yang dimaksud dengan berita resmi desain 

industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk 

lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang 

memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 8 UUDI, diatur bahwa apabila suatu desain 

industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, pendesain tetap 

memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, 

Dañar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

Pemegang hak desain industri memiliki Hak Eksklusif untuk : 

melaksanakan, dan melarang orang lain tanpa persetujuan : membuat, 

menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah 

diberikan hak desain industri (Pasal 9 Ayat (1) UUDI). Dikecualikan dari 

ketentuan tersebut apabila desain industri untuk keperluan ’penelitian, dan
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pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 

pemegang hak desain (Pasal 9 Ayat (2) UUDI).21

Pemegang hak desain industri berhak untuk melarang orang lain yang 

tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor 

dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri dan mengatur 

pula kekecualiannya adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan 

penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar 

dari pemegang hak desain industri.22

Pasal 12 UUDI mengatur bahwa pihak yang untuk pertama kali 

mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, 

kecuali jika terbukti sebaliknya.

Perlindungan hukum desain industri dalam kehidupan industri 

merupakan pendorong iklim industri yang sehat karena ketentuan-ketentuan 

di bidang desain mengandung unsur-unsur pokok adanya hal-hal berikut in i :

1 . Insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan 

pengembangan, berupa jaminan pemberian hak tidak dapat diganggu 

gugat atas suatu karya desain baru dari seorang pendesain, disertai 

dengan imbalan yang bernilai ekonomi apabila desain tersebut 

dimanfaatkan dalam kehidupan.

21 Ditjen HKL, Op. Cit., hal. 71.

22 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Op. Cit. hal. 86.

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



2 . Pencegahan tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik 

persaingan yang tidak jujur.23

IDL HAL-HAL YANG DIBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM 

DALAM DESAIN INDUSTRI

Dalam Pasal 1 Angka (1) UUDI menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan wama, atau gabungan daripadanya 

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Berdasarkan definisi desain 

industri tersebut, maka hal-hal yang diberikan perlindungan hukum dalam 

desain industri adalah termasuk perlindungan terhadap bentuk, konfigurasi, 

komposisi dan atau gabungan daripadanya baik berbentuk tiga dimensi atau 

dua dimensi.

Cakupan bentuk pada desain industri yang dilindungi adalah bentuk 

secara keseluruhan dan ataupun bentuk yang disertai konfigurasi atau 

komposisi di dalamnya. Dengan demikian hukum desain hanya melindungi 

penampilan bentuk terluar dari suatu produk.24

Bentuk merupakan gambaran umum sesuatu atau formasi yang tertutup atau 

jalur yang tertutup.25

23 Ranti Fauza Mayana, Op. C it, hal. 87.

24 Asian Law Group Pty. Ltd, Hak Kekayaan Intelektual -  suatu pengantar, ed. Tim Lindsey 
et. al (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal 220.

25 M. Suyanto, Aplikasi Desain Grafis Untuk periklanan -  dilengkapi sampel iklan terbaik 
kelas dunia (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 39.
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Banyak cara melukiskan bentuk pada permukaan dua dimensi. Salah 

satu cara yang melukiskan bentuk adalah dengan garis. Garis dapat digunakan 

untuk menggambarkan bentuk yang datar, misalnya lingkaran (bola), elips, 

silinder, pyramid atau kubus.26

Bentuk juga dapat diisi dengan warna, nada, tekstur ataupun 

kombinasi diantaranya. Suatu desain industri dianggap mirip dengan desain 

industri yang lain apabila:

1 . Sangat sedikit perbedaannya atau perbedaan tidak signifikan atau 

perbedaannya hanya immaterial dengan pengungkapan 

sebelumnya/sebelum tanggal penerimaan permohonan/tanggal 

prioritas bila diajukan dengan hak prioritas;

2 . Tidak memiliki kreatifitas (oleh orang yang mengetahui tentang 

desain industri tersebut) bila dibandingkan dengan pengungkapan 

sebelumnya / sebelum tanggal penerimaan permohonan / tanggal 

prioritas bila diajukan dengan hak prioritas;

3 . Tidak memiliki nilai karakter individu (oleh orang yang mengetahui 

tentang desain industri tersebut) bila dibandingkan dengan 

pengungkapan sebelumnya /  sebelum tanggal penerimaan permohonan 

/ tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas.

Berikut adalah uraian hal-hal yang dilindungi dalam desain industri27 :

26 Ibid.

27 Diijen HKI, “Apa itu Desain Industri??”, Makalah, disampaikan pada Presentasi Desain -  
UKM, “lntellectual Property D a f (Jakarta: Diijen HKI, April 2004), hal. 8.

20
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1 . Kreasi 3 Dimensi (3D) : Bentuk, merupakan kreasi elemen 3 dimensi 

yang ada pada desain suatu produk dan berkaitan dengan keberadaan 

dari produk (tanpa elemen ini produk yang dimaksud tidak akan 

terwujud/mutlak harus ada dalam suatu produk).

2 . Kreasi 3 Dimensi (3D) : Konfigurasi, merupakan kreasi yang berupa 

elemen 3D tambahan pada produk dan penyusunannya yang dapat 

berupa elemen estetis atau elemen fugnsi tambahan dari produk.

3 . Kreasi 2 Dimensi (2D) : Komposisi garis. Komposisi garis merupakan 

elemen 3 dimensi berupa komposisi garis yang ada pada desain suatu 

produk.

4 . Kreasi 2 Dimensi (2D) : Komposisi warna. Komposisi warna yaitu 

elemen 2 dimensi berupa komposisi warna yang ada pada desain suatu 

produk.

5 . Gabungan beberapa elemen 3D dan 2D.

Berikut adalah uraian gambar yang cakupan-cakupan yang mendapat

6

S  ~ \
r -  ' J' 1 ■" ^ Bentuk, Konftfored.

Bentuk Kooftfur*sl.& Komposisi (arit rim
Komposisi G*rts 1 Komposisi Garis wan»

& Warna 1
L

a
•  M

&

c

G >

2£ 30*20

28 Ibid., hal. 8
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IV. PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Prosedur permohonan desain industri adalah sebagai berikut29 :

3 bin

3 bin

Mengajukan Permohonan D.l

I ~L

Memenuhi Persyaratan Minimum:
-  Melengkapi surat permohonan
-  Membayar Biaya
-  Gambar & Uraian Desain Industri

Mendapatkan Tanggal Penerimaan

Pemeriksaan Administratif 
(Ps. 10 s/d 17 UU No. 31/2000)

Publikasi Permohonan Desain Industri 
Selama 3 (tiga) bulan

DIANGGAP / DfTARIK KEMBALI

/X

Tdk Lengkap / kesalahan

Diperbaiki / dilengkapi

Tidak melengkapi / 
Tidak memperbaiki

Melengkapi / 
perbaikan 

permohonan

Pemeriksaan Substantif 
(Ps. 2 UU No. 31/2000 Jo. PP No. 1/2005)

Ada Oposisi
£ >

Pemeriksaan Substantif Atas 
Dasar Oposisi (Ps. 2 & Ps. 4) 

(Ps. 26 UU No. 31/2000)

J3-’Tidak ada Oposisi
1

6 (enam) bulan

K e p u t u s a n  P e n d a f t a r a n  / P e n o l a k a  n

30 hari
43- Memenuhi 

Ps. 2 & Ps. 4

D I D A F T A R

Tidak Memenuhi 
Ps. 2 & Ps. 4

D I T O L A K

► SERTIFIKAT & PUBLIKASI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UUDI, menyatakan 

bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Dalam hal

29 Ditjen HKI, Op. Cit. hal. 1
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contoh fisik desain industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, 

cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai 

sudut, seperti diatur dalam Penjelasan Pasal 11 Ayat (4) huruf (a) UUDI.

Satu desain industri adalah satuan lepas desain industri, yang terdiri 

dari kelas-kelas sebagaimana dimaksud dalam Locarno Agreement, sesuai 

dengan Penjelasan Pasal 13 UUDI.

V. PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri, 

mencakup dua hal, yaitu :

1. Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif dimaksudkan untuk • memberikan 

kesempatan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam hal menolak, atau 

menarik kembali suatu permohonan desain industri yang tidak 

memenuhi persyaratan atau kelengkapan sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 11,13,14,15,1 6,17 UUDI.

2. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif yang diatur dalam Pasal 26 UUDI, dilakukan

dalam hal adanya keberatan terhadap suatu permohonan desain 

industri. Ditjen HKI melalui adanya keberatan yang diajukan sebgai 

bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif untuk memutuskan 

diterima atau ditolak suatu permohonan desain industri. Yakni dengan
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membandingkan serta menguraikan persamaan dan perbedaan suatu - 

desain industri dengan data pembanding terdekat (closest prior ari).

VL SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Dalam Pasal 29 UUDI menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat 

keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UUDI, Ditjen HKI 

akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri. Sertifikat 

Desain Industri berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan.

Sertifikat Desain Industri diberikan kepada pemohon desain industri 

adalah sebagai tanda bukti dan pengakuan dari negara bahwa pemohon desain 

industri sudah mendapatkan hak eksklusif atas suatu desain industri dengan 

perlindungan hukum terhadap bentuk, konfigurasi, komposisi dan atau 

gabungan daripadanya.

Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri 

diatur di dalam Pasal 9 UUDI, yaitu:

1. Untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya,

2. Untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, 

menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang 

diberi hak desain industri.
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Sebuah Sertifikat Hak Desain Industri terdiri dari uraian-uraian 

sebagai berikut, yaitu Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri, Judul 

Desain Industri, Nama Pendesain, Tanggal Diberikan perlindungan Desain 

Industri, Jangka waktu berlakunya Desain Industri, Tanggal Penerimaan 

Permohonan Desain Industri, Nomor Desain Industri, dan Pengesahan oleh 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaaan Intelektual Republik 

Indonesia.

Sebuah Sertifikat Desain Industri juga terdapat lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Desain Industri. 

Uraian dalam lampiran tersebut terdiri dari :

1 . Keterangan Gambar, menjelaskan penampakkan desain industri pada 

lembar gambar/foto sesuai dengan nomor urut gambar,

2 . Penjelasan mengenai desain industri bila ada hal khusus,

3 . Kegunaan dari produk desain industri tersebut untuk tujuan klasifikasi 

dan penelusuran,

4 . Pernyataan yang dimintakan perlindungan desain industri. Dalam hal

ini bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau warna, atau 

kombinasi daripadanya.30

30 Dirjen HKI, Op. C it, hal. 14.
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Pihak yang terkait dalam hal terbitnya Sertifikat Desain Industri 

adalah sebagai berikut:

1 . Pendesain, diatur dalam Pasal 1 Angka (2) UUDI, yaitu seorang atau 

beberapa orang yang menghasilkan desain industri,

2 . Pemohon, adalah pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 1 Angka (4) UUDI,

3 . Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh 

Menteri, sesuai dengan Pasal 1 Angka (7) UUDI. Ditjen HKI 

Republik Indonesia beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, 

Banten,

4 . Menteri, berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UUDI, dalam hal ini yaitu 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

melalui Direktur Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Republik Indonesia,

5 . Kuasa Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka (8) UUDI apabila 

permohonan Desain Industri diajukan melalui Kuasa, dan

6. Konsultan HKI, diatur dalam Pasal 1 Angka (10) UUDI j o. Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan HKI, yaitu 

orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus 

memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan
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Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang HKI lainnya dan 

terdaftar sebagai Konsultan HKI di Ditjen HKI.

VH. PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

Dalam hal pembatalan desain industri, ada beberapa macam cara yaitu 

sebagai berikut:

1. Pembatalan atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUDI.

Pembatalan model ini dilakukan atas permintaan tertulis yang 

ditulis oleh pemegang hak desain industri kepada Ditjen HKI. 

Pembatalan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila 

penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum 

Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang 

dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan 

secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemegang hak desain industri, 

penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam 

Daftar Umum Desain Industri dan para pihak yang mengajukan 

pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang 

telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 

keputusan pembatalan31

31 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cetakan keempat, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 482.
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Keputusan pembatalan pendaftaran tersebut, kemudian 

dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan 

dalam Berita Resmi Desain Industri.

2. Pembatalan atas dasar gugatan, yang diatur dalam Pasal 38 UUDI.

Pembatalan atas dasar gugatan ini dapat diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga dalam hal tidak 

adanya unsur kebaruan, dan desain tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, 

agama atau kesusilaan.

Pasal 39 UUDI mengatur tata cara dalam mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran desain industri sebagai berikut:

a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tem pat 

tinggal atau domisili tergugat;

b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, 

gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan N iaga 

Jakarta Pusat;

c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 

gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan 

diberikan tanda terima tertulis yang ditanda-tangani panitera 

dengan tanggal yang sama denan tanggal pendaftaran gugatan;
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d  Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 

terhitung sejak didaftarkan;

e. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga 

mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;

f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan 

dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan 

didaftarkan;

g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 

hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;

h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 

90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang 

paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap 

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat 

dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut 

diajukan suatu upaya hukum;

j. Salinan putusan Pengadilan Niaga, wajib disampaikan oleh juru

sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas 

gugatan pembatalan diucapkan;
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Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud, 

hanya dapat dimohonkan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 

UUDI. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tentang Desain Industri, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 

hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau 

diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera 

yang telah memutuskan gugatan tersebut. Sidang pemeriksaan atas 

permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal 

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lam a 

90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah 

Agung. Selanjutnya menurut Pasal 42 Jo. Pasal 43 UUDI, Ditjen HKI 

mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan 

mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dan pembatalan 

tersebut menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak 

desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri.

Vm . PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENETAPAN 

SEMENTARA PENGADILAN

Seorang yang berhak atas hak desain industri dapat menggugat 

siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang 

dapat merugikan haknya
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Pasal 46 UUDI juga menegaskan lebih jauh bahwa gugatan yang 

dapat diajukan oleh si pemegang hak desain industri adalah ganti rugi dan 

juga supaya dihentikan semua perbuatan dinyatakan dapat dijalankan terlebih 

dahulu.32

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak selalu harus 

melalui sarana pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui arbitrase 

atau altemative dispute resolution (ADR) -  alternatif penyelesaian sengketa -  

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUDL

Pasal 49 UUDI tercantum : “berdasarkan bukti yang cukup, pihak 

yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk 

menerbitkan surat penetapan sementara tentang : pencegahan masuknya 

produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, dan 

penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri”.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian 

yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Hakim 

Pengadilan Niaga berwenang untuk menerbitkan penetapan sementara guna 

mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga 

melanggar hak desain industri ke jalur perdagangan. Termasuk dalam soal ini 

impor daripada barang tersebut Jadi, bisa dijaga pada sebelum masuk saluran 

peredaran bebas di tingkat pertama (pabean) dan juga untuk mencegah
*

pelanggar menghilangkan barang bukti.33

32 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. Op. CiL haL 139.

33 IbicL, hal. 141.
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Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak 

yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta 

penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh 

penetapan sementara pengadilan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 

UUDI.

IX. ATURAN PIDANA

Hukum yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran tindak 

pidana di bidang desain industri adalah hukuman penjara atau hukuman 

denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 54 

UUDI, yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh 

lima juta rupiah);

Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) merupakan delik aduan.
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Menurut R. Soesilo, bahwa alasan adanya delik aduan ini adalah 

dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan 

untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah 

(masyarakat) jika dilakukan penuntutan.34 Sedangkan untuk penyidik atas 

tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HK1 dapat juga diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.35

X. KONSULTAN HK3

Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak 

kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan 

dan pengurusan permohonan di bidang kekayaan intelektual yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai 

Konsultan HKI di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.36

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang 

Konsultan HKI, untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HKI, seseorang 

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

34 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Op. Cit., hal. 91.

35 H. OK. Saidin, Op. C it, haL 488.

36 Ari Juliano Gema, Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual -  Langkah 
Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi (Jakaita: PT. Justika Siar Publika, 2007), hal. 11.

33
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1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

3. Berijasah sarjana SI;

4. Menguasai bahasa Inggris;

5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri; dan

6. Lulus pelatihan Konsultan HKL

Seorang konsultan HKI tidak saja dituntut untuk memiliki 

pengetahuan legal praktis mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, 

namun juga harus mengerti hal-hal teknis berkenaan dengan hak kekayaan 

intelektual itu sendiri sehingga seorang Konsultan HKI dapat memberikan 

saran dan pandangan secara komprehensif, serta menggali keunggulan- 

keunggulan dari setiap kaiya intelektual tersebut.37

XL HUBUNGAN ANTARA DESAIN INDUSTRI DENGAN

CABANG-CABANG HKI LAINNYA

Desain industri adalah salah satu bagian dari HKI yang unik dan perlu 

adanya suatu persamaan persepsi, mengingat kemungkinan adanya tumpang 

tindih antara desain industri dan bagian HKI lainnya dan bahwa antara 

berbagai bagian-bagian HKI tersebut dengan desain industri pun terdapat 

hubungan yang erat

Desain industri sendiri tidak bisa terlepas dari keija cipta m anusia 

yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti
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seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud desain 

industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk 

model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat 

bersinggungan dengan kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak paten, 

maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya 

di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas 

dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.38 Terhadap paten, 

mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui 

pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik / pemegang haknya untuk 

menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan desain yang 

sama, yang mana konsep kebaruan tersebut merupakan syarat agar suatu 

desain dapat didaftarkan.

Adapun dari hukum hak cipta, desain meminjam konsep ide-ide

39menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide-ide.

Berikut adalah Tabel Perbandingan Perlindungan Desain Industri dan Hak 

Cipta.40

HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI

Yang dilindungi Ekspresi Yang dilindungi Ekspresi

Tidak Perlu Didaftar Haius Didaftar

Syarat: Orisinil dan Khas Syarat: Harus Baru

38 Muhammad Djumhana, Op. CU. hal. 213.

39 Ranti Fauza Mayana, Op. C it hal. 48.

40 Ibid , hal. 162.
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Perlindungan di negara anggota IVTO /  Berne Convention Perlindungan Per Negara

Jangka waktu perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun, 

kecuali untuk ciptaan atas perwujudan karya tulis perlindungannya 50 

tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak cipta atas program komputer, 

sinematografi, data base dan hasil pengalihwujudan jangka waktu 

perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Jangka waktu perlindungan 10 sepuluh , setelah 

itu menjadi milik umum.

Dua orang yang berbeda dapat memiliki hak cipta yang sama walaupun 

berbeda waktu penciptaannya, asal dapat membuktikan bahwa ia tidak 

meniru.

Perlindungan desain industri hanya berlaku bagi 

yang mendaftarkan pertama kali. Karya 

intelektual desain industri yang kemudian tidak 

mendapat perlindungan dan pelaksanannya 

dianggap pelanggaran.

Berikut adalah implementasi hak desain industri pada suatu produk diantara 

kelompok HKI lainnya.41

DESAIN TA TA  LETAK SIRKUrT TER PA D U : Desain tata 
letak (C pada rangkaian elektronik di dalam Pocket PC Contoh produk Handphone42

DESAIN INDUSTRI: Desain 
penampakan Pocket PC atau 

desain penampakkan luar 
dari sebuah Pocket PC

---------------------------------------------------
HAK CIPTA: Program Komputer yang 

dipakai pada sebuah Pocket PC

--------------------------------------------------------------------- .
PATEN : Penemuan teknologi berupa komputer 
dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke

dalam saku ,

41 Dirjen HKI, Op. C it, hal. 7.

42 http://www.nokia.com/image/e90blackseries
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Indonesia 43

Undang-Undang 
Hak Milik 
Industrial

Sistem

Sistem Undang- 
Undang 

Kekayaan 
Intelektual

Undang-Undang Paten Penemuan

Undang-Undang Paten
Sederhana

Penemuan
Sederhana
(Peralatan)

Undang-Undang Desain 
Industri

Desain Hasil Produksi

Merek Dagang atau 
Merek Jasa Ciri Khas Barang-barang

Undang-Undang 
Anti Persaingan 

Curang

Merek Dikenal + Penamaan yang Rana*, 
___________ Nama Dagang ____

Sistem Tanpa 

Pendaftaran

Merek Dagang. Merek Jasa, atau Kemiripan 
Barang atau Jasa (sama dan setupa) { untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas J

Nama-nama terkenal. Nama Dagang, Merek 
Dagang, Merek Jasa, atau Kemiripan Barang 
atau Jasa (sama dan serupa) (dalam jangka 

waktu perlindungan tidak tobatas}

Undang -Undang 
Kak Opta Gptaan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, musik

Program Komputer, dll.

Karya Artistik -  Seni Mumi, Seni Terapan (Seni Patung)

Undang-Undang 
untuk Karya Hak 
atas Kekayaan 

Intelektual 
lainnya

Karya di Bidang Pembungkus Sirkuit 
Terpadu

Komposisi Huruf

Rahasia Dagang (Pemilik Informasi)

Undang-Undang Anti 
Persaingan Curang

Undang-Undang 
Desain Tata tetak 
Sokutt Terpadu

Undang'Undang Anti 
Persaingan Curang« 

kasus hukum 
(Undang-Undang 

Hak Cipta)

43 Riichi Ushiki, "Perlindungan Hukum bagi Desain Industri“, Jurnal Hukum Bisnis, 
Volume 13, April 2001, hal. 35.
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POKOK PERMASALAHAN DAN ANALISIS

L PEMBATALAN SERTIFIKAT NO. ID. 0004475.

Pembatalan Sertifikat No. E). 0004475 berdasarkan Putusan Perkara

No. 04K/N/HAKI/2006 Jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA

JKT.PST. Adapun kronologis dari perkara tersebut adalah sebagai beriku t:

1. Penggugat bernama Tjioe Gwek Hwa, adalah pemilik Sertifikat 

Desain Industri No. ID 0000759 beijudul ctDesain Penggaris 

EBTANAS” dengan perlindungan “bentuk secara keseluruhan”;

2. Sertifikat Desain Industri Penggugat No. ID 0000759 tersebut 

diterbitkan oleh Ditjen HKI pada tanggal 29 April 2002;

3. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2003, Tergugat Sujanto 

mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri beijudul 

“Penggaris” kepada Ditjen HKI;

4. Bahwa permohonan Tergugat tersebut mempunyai persamaan 

“Konfigurasi” dengan Desain Industri Penggugat pada Sertifikat No. 

ID. 0000759, oleh karena itu Penggugat mengajukan keberatan kepada 

Ditjen HKI dengan alasan bahwa desain industri Tergugat bukanlah 

desain industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) UUDI, sehingga secara substantif, konfigurasi desain industri 

milik Tergugat sama dengan konfigurasi desain industri m ilik 

Penggugat;

5. Atas keberatan Penggugat, Ditjen HKI melalui Tim Pem eriksa 

Substantif akhirnya mengabulkan keberatan tersebut sesuai dengan
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Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel 

Analisis Kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003, yang 

menyatakan:

a . Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif 

dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap 

“baru”;

b . Konfigurasi keseluruhan pada desain permohonan secara 

substantif dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga 

dinyatakan “tidak baru”;

c . Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain industri atas nama 

Tergugat harus dihilangkan dalam produksi maupun dalam 

peredarannya;

6. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2003, Ditjen HKI menerbitkan 

Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat dengan No. ID. 

0004475 beijudul “Penggaris” dengan perlindungan “bentuk dan 

konfigurasi”;

7. Atas diberikannya perlindungan “bentuk dan konfigurasi” terhadap 

Sertifikat Desain Industri milik Tergugat tersebut, Penggugat kembali 

mengajukan keberatan kepada Ditjen HKI, karena dianggap tidak 

konsisten dan konsekwen terhadap keputusan Hasil Analisa Tim 

Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis Kebaruan Desain Industri 

tertanggal 8 Agustus 2003 sebelumnya;
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Bahwa berdasarkan keberatan dari pihak Penggugat tersebut, Ditjen 

HKI kemudian kembali melakukan pemeriksaan administratif dan 

ternyata ada kesalahan ketik pada Sertifikat No. ID. 0004475 milik 

Tergugat. Kesalahan ketik tersebut yaitu seharusnya pemberian 

perlindungan desain industri pada Penggaris milik Tergugat adalah 

hanya “bentuk” saja, tetapi tertulis “bentuk dan 

konfigurasi”(Lampiran-3);

Bahwa akibat adanya kesalahan ketik tersebut, pada tanggal 23 Maret 

2004, Ditjen HKI kemudian menerbitkan Surat Perbaikan Sertifikat 

Desain Industri No. ID. 0004475, yang menyatakan bahwa 

perlindungan yang diberikan adalah “bentuk” saja;

Pihak Penggugat tetap beranggapan seharusnya Sertifikat No. ID 

0004475 milik Tergugat dibatalkan, tidak hanya dengan menerbitkan 

Surat Perbaikan Sertifikat Desain Industri;

Jadi baik Sertifikat No. ID. 0000759 milik Penggugat maupun No. ID. 

0004475 milik Tergugat adalah mendapatkan Perlindungan desain 

industri terhadap bentuk;

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2005, pihak Penggugat 

mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan pendaftaran Sertifikat 

No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 2 

UUDI, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 38 UUDI menyatakan 

bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat
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diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”;

13. Dengan demikian Pihak Penggugat cukup beralasan mengajukan 

gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena 

menurutnya akibat terbitnya Sertifikat No. ID. 0004475 tersebut 

adalah sangat merugikan;

14. Bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat juga telah 

menyampaikan jawaban secara tertulis ke persidangan di Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2005;

15. Selanjutnya, inti dari tanggapan pihak Tergugat adalah bahwa 

Sertifikat No. ID. 0000759 milik Tjioe Gwek Hwa dengan judul 

Desain. Penggaris Ebtanas itu hanya mendapat perlindungan terhadap 

“bentuk” saja, dan dalil Tjioe Gwek Hwa yang menyatakan Sertifikat 

miliknya mendapat perlindungan “bentuk dan konfigurasi” adalah 

tidak benar dan menyesatkan;

16. Pihak Tergugat berpendapat bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 

0004475 miliknya adalah sudah sesuai dengan UUDI, dan mohon 

kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya;

17. Ditjen HKI, sebagai Tergugat n  juga menanggapi bahwa terbitnya 

Sertifikat No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah sudah sesuai dengan 

UUDI dan terbitnya Surat Perbaikan Sertifikat Desain Industri adalah
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tindakan yang benar apabila ada terdapat ketidaksesuaian di dalam 

Sertifikat;

18. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2005, Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat menjatuhkan putusan dengan Register Perkara No. 58/DESAJN 

INDUSTRI/2005/PN.NIAGA JKT.PST, yaitu mengabulkan gugatan 

Penggugat untuk sebagian dan menyatakan desain industri Sertifikat 

No. ID. 0004475 milik Tergugat adalah tidak baru karena mempunyai 

persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri 

milik Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai 

berikut:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UUDI, alasan-alasan 

pembatalan desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dan Pasal 4, dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah Hak Desain 

Industri hanya diberikan pada Desain Industri yang baru;

b. Bahwa yang akan dipertimbangkan adalah Desain Industri 

penggaris milik Tergugat yaitu No. ID. 0004475 bukan 

merupakan desain industri yang baru karena mempunyai 

persamaan konfigurasi dengan desain industri milik Penggugat 

No. ID. 0000759;

c. Bahwa Desain Industri milik Tergugat mempunyai persamaan 

konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri m ilik 

Penggugat, karenanya gugatan Penggugat beralasan dan dapat 

dikabulkan;
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19. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan penggugat sebagai pemilik hak desain industri 

“bentuk dan konfigurasi” terdaftar No. ID. 0000759 terdaftar 

tertanggal 29 April 2002 atas nama penggugat;

c. Menyatakan desain industri No. ID. 0004475 terdaftar tertanggal 

21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena 

mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhannya 

dengan desain industri No. ID. 0000759 tertanggal 29 April 

2002 milik Penggugat;

d. Menyatakan batal pendaftaran desain industri No. ID. 0004475 

tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftar 

Umum Ditjen HKI;

e. Memerintahkan Tergugat n  untuk tunduk dan taat pada Putusan 

Pengadilan dengan mencoret atau membatalkan Pendaftaran 

Desain Industri No. ID. 0004475 tertanggal 21 Agustus 2003 

atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Hak Desain Industri;

20. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2005, pihak Tergugat

mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas

putusan No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.NIAGA JKT.PST

tersebut;

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



21. Adapun alasan-alasan pihak Tergugat adalah bahwa Pengadilan Niaga 

Jakara Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru 

dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta tidak 

memeriksa secara cermat pokok permasalahan melainkan hanya 

mengambil alih segala dalil-dalil dan alasan Penggugat;

22. Menurut Pihak Tergugat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah 

dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan terlebih 

dahulu dasar hak Tergugat dan Penggugat, baru selanjutnya 

mempertimbangkan ada tidaknya persamaan konfigurasi, hal mana 

yang sangat keliru karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya 

mempertimbangkan ada tidaknya persamaan dalam “bentuk”, bukan 

persamaan dalam “konfigurasi”, karena kedua Sertifikat No. ID 

0000759 dan Sertifikat No. ID 0004475 masing-masing hanya 

mendapat perlindungan terhadap “bentuk” saja.

23. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2006, Mahkamah Agung RI 

menjatuhkan putusan dengan No. Reg Perkara 04K/N/HAKI/2006, 

yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sujanto, 

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Desain industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum 

terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri” 

yang berarti diasumsikan diberikan untuk “bentuk dan 

konfigurasi”;
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b. Bahwa konfigurasi milik Tergugat sama secara keseluruhan 

dengan konfigurasi milik Penggugat;

Substansi dari Sertifikat No. ID. 0004475 adalah sebagai berikut:

1 . Judul Desain Industri ¡ P E N G G A R I S ;

2.  Nama Pemohon : S U. J A N T O;

3 . Tanggal Permohonan : 14 Agustus 2003;

4 . Tanggal Terbit Sertifikat : 21 Agustus 2003;

5 . Perlindungan desain industri : Terhadap B E N T U K .

Adapun Kode-kode yang digunakan adalah sebagai berikut i44 

(11) Nomor Permohonan;

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan;

(28) Banyaknya perwuj udan Desain industri atau keragaman

perwujudan desain industri yang diajukan pada permohonan;

30) Tanggal prioritas, nomor prioritas nama Negara asal prioritas;

51) Klasifikasi desain industri (Klasifikasi Locamo);

54) Judul atau penyebutan desain industri yang diajukan pada permohonan;

71) Nama, alamat pemohon;

72) Nama Pendesain;

74) Nama, alamat kuasa/konsultan;

44 Emawati Junus, Bahan Kuliah Mata Kuliah Hak Milik Industri Fakultas Hukum 
Universitas Tarumanagara Tahun 2002., hal. 8.
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81) Negara (negara-negara) tempat ditujukannya Permohonan Sesuai dengan

“Hague Agreement”;

86) Negara Kebangsaan Pemohon;

87) Negara Tempat Tinggal Pemohon;

88) Negara tempat pelaksanaan desain industri atau pelaksanaan Desain industri

secara komersial.

Maksud dan Tujuan pokok gugatan dari Penggugat Tjioe Gwek Hwa adalah 

supaya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Sertifikat No. ID. 0004475 milik 

Tergugat Sujanto dibatalkan demi hukum.

Gugatan pembatalan tersebut didasarkan karena Penggugat menyatakan 

Sertifikat Tergugat tersebut mempunyai persamaan “Konfigurasi” dengan Desain 

Industri Penggugat pada Sertifikat No. ID 0000759, oleh karena itu dianggap 

memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUDI mengenai kebaruan, sehingga secara substantif, 

konfigurasi desain industri milik Tergugat sama dengan konfigurasi desain industri 

milik Penggugat.

Selanjutnya penulis dapat memberikan analisa terhadap permasalahan 

tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan hak desain industri, unsur kebaruan 

menjadi syarat yang utama yang harus dipenuhi oleh pemohon, hal ini 

ditentukan dengan jelas di dalam Pasal 2 UUDI, yang menyatakan 

sebagai berikut:

a. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
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b. Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal 

Penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan 

pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

c. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain 

industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal 

prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, 

telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar 

Indonesia.

Terlepas dari mana kebaruan tersebut, jadi selama tidak ada 

yang mengajukan keberatan pada masa pengumuman, maka unsur 

kebaruan tersebut dianggap ada dan permohonan tersebut akan 

dikabulkan.

2. Bahwa menurut penulis, mengenai terbitnya Sertifikat No. ID. 

0004475 dengan perlindungan terhadap bentuk sudah memenuhi 

syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam UUDI;

3. Sertifikat No. ID. 0004475 terbit karena sudah memenuhi Pasal 2 jo. 

Pasal 4 jo. Pasal 12 UUDI, yang menyatakan bahwa suatu desain 

industri sudah memenuhi unsur kebaruan, desain industri tersebut 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, dan pihak yang 

untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai 

pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
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4. Dasar hukum terbitnya Sertifikat tersebut adalah sudah memenuhi 

Pasal 24 jo. Pasal 26 UUDImengenai Pemeriksaan Administratif dan 

Pemeriksaan Substantif;

Berikut adalah Lampiran Tabel Analisis Ditjen HKI yang menyatakan bahwa 

Bentuk dari penggaris pada Sertifikat No. ID0000759 dan No. ID0004475 (No. 

Permohonan A00200300131) adalah berbeda.45

HASIL ANALISIS SECARA KESELURUHAN:

Bentuk “Penggaris” dari permohonan dinyalakan “berbeda” dengan data pembanding (elosest pr:cr zx t), sehingga 
dianggap “BARU”, sedangkan konfigurasi dinyatakan “sama” dengan data pembanding terdekat (elosest pricr ari) 
sehingga dinyatakan 'TID A K  BARU"

Selesai diperiksa pada (anggai: 08 Agustus 2003 

Diperiksa oleh:

Pemeriksa 1 : Charfes Situngkir, S .S l ^^PerneriJtsa 2 : Asep Achmad, S. K M ju j^^K a su b d ft Desain Industri:  Ir. Arif Syamsudinj

45 Lampiran gambar diperoleh p e n u lis  dari Ditjen H K I , Tangerang.
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Berikut adalah Tabel Analisis Ditjen HKI, yang berisi hasil keseluruhan dari 

Pemeriksaan Substantif yang sudah dilakukan.46

» K I'A K IK M K M  K K IIA K IM A N  l)A N  t IA K  A SASI M A NU SIA  K l. 
DIIUvKTOUAT JENDKKAI. XIA K KKKAYAAN 1 NTEL.EKTU A L  

Jl. Daan Moget Km. 24 Tanocrang 15119 INDONESIA 
Tolp : (021| 5524839. SS2S38G. 5524992. {»5796586. Fax : (021) S52S366 

Webslle: hlli> : // www.dfjlp.go.ld

(2".) No P e rm o h o n a n  Oosairt Industri :AOO 2003  0013*
i Mjisil Pem eriksaan  Substantif Atas Oasar Keberatan Pilin« Y aig Mengajukan Keberatan 

i A lasan K ebaruan menurut P asal 2  UU No. 31 Tahun <OOQ Tentang Desain Industri
ia . Tabel Analisis Kebaruan

Perbandingan antara desain permohonan dengan pembanding terdekat (d o se s t 
prior art). terlampir.

ib . Perbaikan Judul Atas D asar Sanggahan Kobeiyt.j::' 

tidak ada
t c. Hasil Pem eriksaan Substantif Atas Da&^r Kobotcsb»

Bahwa bentuk dan Desain penggaris dengan Nomor pennolionan AOO 2003 00131 
dinyatakan berbeda dengan pembanding terdekat isloscsl fwtor art) sehingga dianggap 
"baru", kecuali perlindungan terhadap konfigurasi pada desain tersebut di a ta s dinyatakan 
"sam a", sehingga Desain Industri tersebut dinyatatem “baru” hanya pada bentuk (tidak 
se c a ra  keseluruhan sam pai dapat d>bukt«kan scbaliknyii)

C a ta ta n :
1. Bentuk dianggap “GARU", sedangkan konfigurasi dinyatakan "TIDAK BARU* terhadap 
pem banding terdekat, dengan katalain desain bentuk m enjadi halc ekstusif pemohon 
sem entara  konfigurasi menjadi hak ekslusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjtoe 
Gwek Hwa.
2. Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain purjfj.jris a tas nam a pemohon (Sujanto)
ha ru s dihilangkan dalam  produksi maupun dalam peredarannya.

II Selanjutnya Perm ohonan Desain tndustn «u dipertimbangkan timpal diberi Hak Desain Industri,
karena m em enuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkait peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(CaiaUiv Bila MaK cukup uiuujaiikar» holainan bcnhutnyai

1 P T .N G A Y O M A K l

2. A lasan-alasan lain menurut Pasal 4 UU No. 3 i Tahun nooo tentang Desain Industit
tidak ada

Pemeriksa 2. 
s?_

C harles Situngkir. S.Si 
NIP 040074916

Asap Achmad. S.Kom. 
NIP. 040071631

tr. Arif Syamsudin 
NIP. 040053531
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Sertifikat Desain Industri No. ID. 0004475 berdasarkan Permohonan No. 

A00200300131.47

-v- ; 
te s s y

REPUBLIK. INDONESIA 
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Kehakiman dan liak  Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat : S U J  A N *1* O
Pemegang Desain Industri Uudi ludah Ufuk F l No. 12 RT/RW : 03/07

Kcl. Porisgaga. Kcc. Ilatuccper. Tangerang (  II) >

Judul Desain Industri : I* K N C  C. A II I S

Nama Pendesain : S u j a n l o

Tanggal diberikan 14 Agustus 2<>03

Perlindungan Desain Industri diberikan setunia 10 tnliun sejak Uuiggal l'cticrimaan Permintaan 
Desain Industri: 22 Ja n u a ri  2003

Dengan Nomor Desain industri: ID  O 004 47S dan Nomor Permintaan Desai» Industri : AOO 2003 00131 
Sertililcat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar (  gambar-gambar ), umian atau keterangan Desain 
Industri yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dipisaliku» dari Sertifikat Desain Industri ini.

Jakarta, 21 Agustus 2003

A .n . M EN TER I KEHAKIM AN DAN HAK A SA SI M A N U SIA  
R E PU B L IK  IN D O N E SIA  

D IR E K T U R  JE N D ER A L. HAK KEKAYAAN IN TELEK TU A L 
u . l » .

D ir e k tu r  H a k  C ip ta , D c sttin  I n d u s t r i .  D c u a iu  T a t a  L ctalc  
S i rk u i t  T c rp a d ic  D n n  R id ta s in  D a g n n g

B178676
KM AW ATI JU NUS, S .II 

N IP
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( 1 2 )  D E S A I N  I N D U S T R I  I N D O N E S I A

( 1 9 )  D I R E K T O R A T  H A K  C t T T A .  D E S A IN  I N D U S T R I .
D G S A 1 N  T A T A  L E T A K  S I R K U I T  T E R T A D U  D A N  R A 1 I A S I A  D A G A N G  
D I R E K T O R A T  J E N D E R A L .  H A K  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L

(11) H ) 0004 475

(45) 14 Agustus 2003

(21) Nomor Permohonan Desain Industri: A002003 00131

(22) Tanggal Penerimaan Penaobonan Desain Industri: 22 Jannari 2003 

(54) Judul Desain Industri : P E N G G A R I S

(SI) Klasifikasi Internasional Desain Industri: 19-06

(74) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
PACIFIC PATENT
Gedung G raba Nias* U .  11
JL. Jend. Sudirman Kar. 58, Jakarta

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri:
S U J  A N T  O
Budi Indah Blok F1 Na. 12 RT/RW : 03/07 
K d.Porisgaga,K cc.Bataccper, Tangerang ( ID )

(72) Nama Pendesain: S a  J a  b t  o (□ > )

(30) Data Prioritas:
(31) Nomor: (32) Tanggal : (33) Negara :

(57) Yang dimintakan Perlindungan:
Bentuk

Bahwa karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang- 

undang sebagaimana disebutkan diatas tersebut, serta telah ditegaskan oleh 

hasil analisis Ditjen HKI, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain 

Industri No. ID. 0004475 yang beijudul Penggaris atas nama Sujanto dengan
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pemberian perlindungan terhadap bentuk dan dicatat di dalam Berita Resmi 

Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri;

Penulis berpendapat bahwa konfigurasi kedua penggaris tersebut secara 

substantif dan kasat mata adalah sama, namun bentuk adalah berbeda, hal ini 

juga sudah terbukti dalam tabel analisis pemeriksaan substantif Ditjen HKI 

yang telah diuraikan sebelumnya;

Berikut ini penulis melakukan perbandingan kedua penggaris pada Sertifikat 

No. ID. 0000759 dan Sertifikat No. ID. 0004475;

Bentuk pada Gambar 1. B ER B ED A dengan Bentuk pada Gambar 2.

0 o o
mhmms

• l!

w J f t
1,1

B
O O o o

iinliiiiliiiibffllmilHiih»irfnnhifltiHitmrl»wliiti>HiiliudiniliniliiiJ tiiiliiiilinil]iiiliinliiiiliinliMlitiiliiiiliniliiiiliiiiliniliniliinliiiiliiii

Gambar 1. Gambar 2.

Desain industri ‘Penggaris’ milik Sujanto 
dengan No. Sertifikat ID. 0004475

Desain industri 'Penggaris Ebtanas milik Tjioe 
Gwek Hwa dengan No. Sertifikat ID. 0000759 J

Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam amar putusannya

yakni :

a. “Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, alasan-alasan pembatalan 

desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4,
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dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah Hak Desain Industri hanya diberikan 

pada Desain Industri yang baru”,

Hal ini menurut penulis adalah tidak tepat karena terbitnya 

Sertifikat No. ID. 0004475 adalah sudah jelas-jelas memenuhi Pasal 2 

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri.

b. “Desain Industri penggaris No. ID. 0004475 bukan merupakan desain

industri yang baru karena mempunyai persamaan konfigurasi dengan 

desain industri milik Penggugat No. ID. 0000759 ”, dan 

".... bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan desain industri milik 

Tergugat I  mempunyai persamaan konfigurasi secara keseluruhan

dengan desain industri milik Penggugat,....  “

Hal ini menurut penulis sangat tidak tepat karena walaupun 

konfigurasi pada kedua desain industri penggaris tersebut memiliki 

persamaan, namun pada kenyataannya pada kedua Sertifikat tersebut, 

konfigurasi tidak mendapat perlindungan desain industri (masing- 

masing hanya mendapatkan perlindungan terhadap bentuk saja).

9. Selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung RI dengan perdmbangan- 

pertimbangannya yaitu:

a. "Desain industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum

terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan desain industri” yang 

berarti diasumsikan diberikan untuk "bentuk dan konfigurasi”,dan
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konfigurasi milik Tergugat sama secara keseluruhan dengan 

konfigurasi milik Penggugat”,

Hal ini menurut penulis kurang tepat, karena apabila dilihat 

dari bunyi Pasal 1 Angka (1) UUDI, menyatakan bahwa desain 

industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,atau 

komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan 

tangan, jadi dalam desain industri yang diberikan hak perlindungan 

atas barang atau produk adalah:

1) Bentuk, atau

2) Konfigurasi, atau

3) Komposisi garis/warna, atau

4) Bentuk dan Konfigurasi, atau

5) Konfigurasi dan Komposisi garis/wama, atau

6) Bentuk dan Komposisi garis/wama, atau

7) Bentuk dan konfigurasi dan komposisi garis/wama;

Sedangkan dalam kasus ini, Sertifikat No. ID. 0000759 hanya

mendapat perlindungan terhadap bentuk, yang berarti bentuk saja, dan 

konfigurasi pada kedua Sertifikat tersebut bukan merupakan cakupan 

hak yang diberikan perlindungan desain industri, sehingga 

pertimbangan hukum pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung 

RI tersebut adalah ternyata mengandung kekeliruan dalam
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menerapkan hukum sehingga dapat dikualifikasikan melakukan 

malpraktek atau melanggar hukum acara.49

—

Desain Industri Sertifikat ID. 0000759 
Yang mendapat perlindungan:

B E N T U K

b. “........ . sedang konfigurasi kedua desain industri tersebut sama

secara keseluruhannya maka pendaftaran desain industri milik 

Tergugat I setelah Penggugat mendaftarkan desain industrinya tidak 

baru la g i... “

Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi, dimana konfigurasi kedua desain industri tersebut memang ada 

kemiripan satu dan lainnya, namun pada saat diterbitkannya masing- 

masing Sertifikat Desain industri, baik Sertifikat No. ID. 0000759 dan 

No. ID. 0004475, adalah hanya mendapat perlindungan terhadap 

bentuk dan tidak terhadap konfigurasi.

10. Selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa contoh Sertifikat Desain

Industri, diantaranya:

a. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0008989 yang berjudul Kemasan 

Rokok 369, pemohon Goenadi, dalam permohonannya meminta

49 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata -  tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)., hal. 870.

Desain Industri Sertifikat ID. 0004475 
Yang mendapat perlindungan: 

B E N T U K

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



perlindungan terhadap bentuk, konfigurasi, dan komposisi dari desain 

industri, namun oleh Ditjen HKI hanya diberikan permohonan 

terhadap komposisi warna. (Lampiran-4)

b. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0005024 yang beijudul Set 

Penggaris Putar-putar, mendapatkan perlindungan terhadap bentuk, 

konfigurasi dan omamen.(Lampiran-5)

c. Sertifikat Desain Industri No. ID. 0001806, dengan judul Desain Botol 

dari Plastik, mendapatkan perlindungan terhadap bentuk dan 

konfigurasi.

(Lampiran-6)

Ketiga contoh Sertifikat desain industri tersebut menjelaskan bahwa 

dalam pemberian perlindungan desain industri bisa terhadap bentuk 

atau konfigurasi atau komposisi warna saja, maupun gabungan 

kombinasi daripada semuanya.
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Perbandingan kedua Sertifikat No. ID. 0000759 dan ID. 0004475. :50
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11. Jadi dari hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa pembatalan

terhadap Sertifikat No. ED. 0004475 menurut putusan perkara No.

04K/N/HAKJ/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRJ/2005/PN. Niaga 

JKT.PST tersebut adalah tidak sesuai dengan data-data sebagaimana

diterbitkan oleh Ditjen HKI dan tidak sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, yakni bahwa yang seharusnya menjadi penilaian dan 

pertimbangan Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung RI adalah dalam 

hal bentuk antara Sertifikat No. ID. 0000759 dengan Sertifikat No. ID. 

0004475, bukan sebaliknya konfigurasi, karena diantara kedua Sertifikat 

tersebut tidak ada yang mendapat perlindungan konfigurasi, melainkan bahwa 

keduanya nyata-nyata hanya mendapat perlindungan bcn\uk.

H. SERTIFIKAT NO. ID. 0010242.

Sertifikat No. ID. 0010242 terbit pada tanggal 16 Februari 2006, 

dengan Nomor Agenda Permohonan A00200600520, atas nama Sujanto. 

Sertifikat No. ID. 0010242 diterbitkan oleh Ditjen HKI, karena sudah 

memenuhi Pasal 2 jo. Pasal 4 jo. Pasal 12 UUDI, yang menyatakan bahwa 

suatu desain industri sudah memenuhi unsur kebaruan, desain industri 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, dan pihak yang untuk 

pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak 

desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
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Dasar lain terbitnya Sertifikat tersebut adalah sudah memenuhi Pasal 

24 jo. Pasal 26 UUDI mengenai Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan 

Substantif.

Berikut adalah Permohonan pendaftaran desain industri No. Agenda 

A00200600520. tertanggal 16 Februari 2006 milik Sujanto pada Sertifikat 

No. ID. 0010242.51

DEPARTEM EN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. 
DIR EKTO R AT JGNOERAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

F O R M U L IR  PER M O H O N A N  PEND AFTARA N 
DESAIN INDUSTRI

D lia i O la h  patugaa 
(1 5 ) Tanggal Porm ohonan 
(2 2 ) Tanggal Ponorim aan 
(1 1) Nom or Porm ohonan

1 6 FEB 2006

.¿>¿>*7 ¿ Ó

S ic h

J / >O ongan ini Saya / Kami 
(7 1) N im a  Pomohon 
(86) W arga Nognra ; T [|J__r

Atomat

TcloporVFox

: M M  Iim tB  BUCC w X V o .1 2  
M » Q 3 / O T X * i .>
K o a . fla tu  C « p « r

Mengajukan pomrohonan pondalbiran Dosam Incustn

Molalui/tidak melalui ' )  Konsultan HaKI 

<74) Nsm a Konsultan HaKI 

Alamat ”
Nam a Badan Hukum 11 

Alam at Badan Hukum 
Nom or Konsultan HaKI :

. . Alamat E-mail 
- Tolopon/Fax

'C 7 7(5 4 ) Judul Dosaln Industri

Tiinggal dan tempat pertama kali 
Desain Industri tersebut diumumkan :

(7 2 ) Nam a dan keyvarganogarann Pendosain-pendosainnya 1 « U

Pormohondn pendaftaran Oesain Industri Ini diajukan donjtivNdsk dongan'1 
hak prioritas (30) :

(33) Negara (32) T ÿ  pooonmaon pormofionon poituma ko5 (31) Nomor Ptiamas

• K m . O if / V M K V J O O I

Í
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Halaman selanjutnya pada Permohonan No. Agenda A00200600520.32

(51) Kelas Desain Industri ( Ketas Locamo ) :
Bersam a ini SayaJKand lampirkan 51 
1 (salu) rangkap:
( ) Surai Kuasa( } Surat pernyataan pcngaBian hak atas Desain Industri 
( x )  Buktipcm&ksn hak atas Desain industri ( ) Bukti Prioritas dan terjemahannya( ) Dokumen (permohonan) Desain industri dengan prioritas dan terjemahannya ( *) Dokumen Laki (sebutkan): KW
3 (liga) rangkap *(X) Uraian Desain tndtctri atau teterangan gambar ( ■ ) C o r M t s k(X) Gambar-gambar atau fbeo4att> Desain Industri .......... (sebutkan jumlahnya)

( i
lyjy i )
L y
, y  ( ) /  i \y

Oenftian permohonan M  sayaflcami ajukan unfuk dapat diproses lebih lanjut

Yang mengajuftan permohonan 
Desain Industri •>

f̂ ÂHTO

Keterangan :
1) Jika'lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam 

formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2) Alamat surat menyurat.
3) Jika Konsultan'HaKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang 

bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKI. maka sebutkan 
nama badan hukum yang bersangkutan.

4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar dilulis pada lampiran tambahan.
5)" Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
6) Jika permohonan Desatn Industri diajukan oleh :

• Lebih dari satu orang, maka salu orang yang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai 
. pemohon
• Konsultan HaKI atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan 

yang terdaftar di Kantor HaKI atau kuasa yang ditetapkan sesuai dongan 
ketentuan yang berlaku.

*) Corat yang tidak pcriu
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Berikut adalah Tampak Gambar Depan dan Belakang Desain Penggaris 

Sertifikat No. 1D. 0010242

GAMBAR 1.
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Berikut adalah Uraian Permintaan Perlindungan Hukum Desain Penggaris, 

sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris 

milik Sujanto No. A00200600520 tertanggal 16 Februari 2006.

URAIAN DESAIN INDUSTRI 

JUDUL PENGGARIS

Keterangan Gambar

Gb. 1 Penggaris pada tampak depan

Gb. 2 Penggaris pada tampak belakang

Kegunaan

Sebagai penggaris dalam EBTANAS maupun keperluan lain yang sesuai 

Klaim

Yang dimintakan perlindungan Desain Industri adalah bentuk dan konfigurasi 

seperti pada gambar terlampir.
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Berikut adalah perbandingan BENTUK dan Konfigurasi pada Penggaris 

Sertifikat No. ID.0010242 dengan closest prior art yakni Penggaris Sertifikat No. 

ID.0000759 danNo. ID.0004475.

Bentuk pada Gambar 1 dan Gambar 2. BERBEDA dengan Bentuk pada Gambar 3.

Gambar 1.
Desain industri ‘Penggaris* milik Sujanto 

dongan No. Sertifikat tD. 000447S

Gambar 2.
Dosain industri ’Penggaris Ebtanas milik 

TTioo Gwak Hwa dengan No. Sertifikat [D. 0000759

\

Gambar 3.
Dosain Industri Pet&gais nfitk Stganto 

Dengan No.SartBcrtlD.0010242

Konfigurasi pada Gambar 1 dan Gambar 2. BERBEDA dengan Konfigurasi pada Gambar 3.

Gambari.
Desain industri 'Penggaris? mffikSuianto 

dengan No. Sertifikat ID.0004475

\

Gambar 2 ..
Desain industri *Penggaris Ebtanas milik 

Trfoe Gwek Kwa denoan No. Sertifikat iD. 0000759

Gairibar 3.
Desain industri Penggaris mSac Sujanto 

Denoan No. SeriB&at iD.0010242

L
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REPUBLIK mnONESIA 
DEPARTEMEN HUKUM DAR HAK ASASI MANUSIA

SER TIFIK A T DESAIN INDUSTRI

Menteri Hukum  dan Hnk Annsi Mumiiilii nltis iiiiiim Ncgnrn Republik liitluncjio 
berduiarknn UntlwiR-Und«1 Nnmnr 31 Tnlitin -0 0 0  tvntung Desain Industri, 
mrralit'riknn hnk Dcunin In .»iri kcpinln :

Nnmu dnn Alami’i 
Pem f|;nn|i Dc«ain Ir 'tu lr i

8UJANTO
Uu<U Iniluh ¡'.lak F 1 No. \ i Rl 0 3 /0 7  
Kel. I’oiis (ia/n , Kec. Dnlu Ceper, 
'Tant’emnß (10)

Nama Pendesain S u J n n t o (ID)

Ju d u l D esain Industri

Perlindungan diberikan u n tu k  : B entuk dan Konfigurasi

Nomor Pendaftaran ID 0 010 2 4 2 -D

Sertifikat ini b erlaku  10 (sepuluh) tah u n  terhitung sejak tnnggnl penerimaan 
permohonan 16 F eb rn « ri 2 006

Sertifikat Desain In d u s tri ini dilampiri dctujim gambar, u raian atau keterangsn yanfi 
tidak terp isahkan  dari sertifikat ini.

Jakartn , 29 Januari 2007

A n. MENTERIIIUICUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL 1! M< KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b.

D irektur Hnk Ci|>lu, Dct.:iin Industri, Desain Tata Letnk 
Sirl:uil Tcrpmlu Dan Rahasia Dagang
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Gdo3.

!•>., (12) D tS A IN  IM H 'S IH I  l 'IK lM .S IA ( I I )  I I ) f l 0 1 0 2 4 2 - 0

( d )  n iH K K T O IM T  IIA K  O N A .  I)K5\IN  IN D I'S IU I.

DESAIN T A T A  L U T A K S lI lK lIt rT K H P A IH I DAN «A K A S IA  D.W.UtC. (4 5 ) 21 Ju lt 2006 

d i k i - k i o r a t  j e m ik u a i.  n \k  k t k a y a a n  in  i 1:11x 1 c a l

(21) Nomor Permohonan Desain Iniluslri : A00 20tl(i 00520

(22) Tanggal Pcncrimaim Permohonan Desain I i i : 16 l-'c lirunri. 

54) Judul Desain Industri: P E N G C iA lt lS

I )  Klasifikasi Inlcmnsionnl Dcinit 

') Nama dan AlnmM Konsultan 1

Nam.iil.in Alamat jnng V 
SUIANTO
Duili Imlnli Itlok F I Nn. 
Kcl. Pori* inca. Kcc. Hi 
Tnii"trr . (II))

> - 0 6

'mohonan Detaiii Im lustri:

(A i N'cpra :

l.itv^kan k n tn  ih in /u t.iu  nni'U :i liilaK  irn m tM ik  vaiii: ililm ilu ti"! t)^.:itn lin gk u p  D csnln In d u s lri

5 ii

S .tj
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ELST
&

00a
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CD cn
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Bahwa karena memang sudah memenuhi syarat-syarat yang 

diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan diatas, maka 

Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0010242 

yang beijudul Penggaris atas nama Sujanto dengan pemberian 

perlindungan hukum bentuk dan konfigurasi, serta akan dicatat di 

dalam Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum 

Desain Industri.

Menurut Penulis, mengenai bentuk dan konfigurasi pengggaris 

tersebut dengan kedua penggaris terdahulu adalah memiliki perbedaan 

memang jelas-jelas adalah berbeda, karena sesuai dengan PP 01/2005, 

bahwa setiap Permohonan Desain Industri akan dilakukan 

Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif dengan 

memperbandingkan dengan data pembanding terdekat (closest prior 

ari). Dan Sertifikat No. ID. 0012492 tersebut adalah sudah melalui 

Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif yang akurat 

oleh Ditjen HKI

HL CAKUPAN PENGERTIAN PERLINDUNGAN BENTUK DAN ATAU

KONFIGURASI PADA SERTIFIKAT NO. ©.0000759 dan NO.

ID.0004475.

a. SERTIFIKAT NO. ID.0000759

1. Berdasarkan aturan dalam Pasal 10 UUDI, yaitu bahwa suatu

perlindungan hukum desain industri diberikan atas dasar permohonan.
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Apabila pada saat pemohon memintakan perlindungan hukum bentuk 

pada uraian di dalam formulir permohonan, nantinya dalam Sertifikat 

desain industri juga akan diberikan perlindungan hukum terhadap 

bentuk saja. Namun apabila dalam permohonan dimintakan 

perlindungan hukum terhadap bentuk dan konfigurasi secara 

keseluruhan pada uraiannya, maka dalam Sertifikat desain industri 

juga akan diberikan perlindungan hukum terhadap bentuk dan 

konfigurasi secara keseluruhan. Jadi harus disesuaikan terlebih dahulu 

bagian mana saja dari desain industri tersebut yang ingin dilindungi.

2. Bahwa sesuai dengan permohonan desain industri No. A00200100788 

yang diajukan oleh Tjioe Gwek Hwa, permintaan perlindungan desain 

industri adalah terhadap bentuk secara keseluruhan saja, dan tidak 

memintakan perlindungan konfigurasi dan komposisi dari desain 

penggaris ebtanas tersebut Oleh karena itu, Ditjen HKI tidak mungkin 

memberikan perlindungan lebih dari yang dimintakan oleh pemohon 

Han hanya memberikan perlindungan terhadap bentuk saja 

sebagaimana yang dimintakan dalam permohonan.

3. Bahwa berdasarkan Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif tertanggal 

8 Agustus 2003 yang dilakukan oleh Ditjen HKI yang menyatakan 

bahwa bentuk dari Desain Penggaris Ebtanas dengan Sertifikat No. 

ID. 0000759 adalah batas desain sesuai dengan ruang lingkupnya 

berupa kotak atau persegi yang disertai dengan lekukan garis maupun 

lingkaran dan dalam desain penggaris ini bentuk adalah berupa kotak
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persegi dengan lekukan garis lurus di bagian samping, sedangkan 

konfigurasi dalam desain penggaris ini adalah berupa tanda panah 

yang bertuliskan EBTANAS dan seterusnya, bentuk pita yang berisi 

tulisan merek para pihak disertai lubang-lubang yang berurutan, 

sebagaimana ternyata sebagai berikut:

Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif Ditien HKI.54

A. DATA PERMOHONAN 
Judul Desain Industri:

“PENGGARIS1

TABEL ANALISIS KEBARUAN DESAIN INDUSTRI

B. DATA PEMBANDING TERDEKAT (CLOSEST PRfOR ART) 

Sumber:
Penttohonan Agenda No. A00 200100788 tanggal 25 
September 2001 ( Publikasi tanggal 29 Januari 2002, Periode 
024/DUD2) atas nama TJIOE GWEK HWA.

No. Permohonan: A00 2003 00131 
Tanggal Penerimaan: 22 Januari 2003 
Periode Pengumuman: 11-034)3 s/d 11-06-03_ (080/DI/03) 
Yang dimintakan perfindungan: bentuk & konfigurasi

Yang mengajukan keberatan 
Tanggal diumumkan

TJIOE GWEK HWA 
29 Januari 2002 (024/DI/02)

1. NAUSIS KEBARUAN BENTUK & KONFIGURASI
B HASIL PEMERIKSAAN

BA-1 KA-1 BB-1 KB-1

ANALISIS KEBARUAN

1. BA-1«  BB-1 (bentuk keseluruhan)
2. KA-1=KB-1 (konfigurasi keseluruhan)
• Bentuk keseluruhan pada desain 

permohonan secara Substantif dinyatakan 
berbeda dengan data pembanding 
sehingga (Banggap *baru"

• Konfigurasi keseluruhan pada desain 
permohonan secara substantif 
dinyatakan sama dengan data 
pembanding sehingga dinyatakan 
“tidak baru"

Bentak atblith ham <fena dengan Imghingannya 
K«aflgonai adahh pob « u  komposisi garis atau 
«oma sim  gabimejnava «btam dua aiao tiga 
«Emcnsi.
KcnftgtrraJ datam bal ni berapa ; panah dengan 
arsiran, lobang-lofcog atau pola sepati pita <fcm 
btm-bm.

\L
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Berikut adalah Analisa Perbandingan yang menyatakan cakupan bentuk dari 

Sertifikat No. ID. 0004475 dan ID. 0000759.55

ANALISA PERBANDINGAN DESAIN INDUSTRI PENGGARIS 
A00200300131 (ID O 004 475) DENGAN PENGGARIS EBTANAS 

A00200100788 (ID O 000 759)

B

cmpal dimana 
ujung atasnya 
memiliki lekukan )

Penggarisan 
berbentuk segi 
lima dimana )

Desain Industri Penggarisan (Terdaftar 
Desain Industri, No.Dcsain A00200300131 ) 
(D  O 004475

Desain Industri Penggarisan (Terdaftar 
Desain Industri, No-Dcsaln A00200100788 ) 
ID  0 000759

Analisis:

B A  (  Bentuk Penggarisan berbentuk segi 
empat dimana ujung atasnya memiliki 
lekukan)

B B  (  Bentuk Penggarisan berbentuk segi lima )

Sehingga bentuk Desain Industri Penggarisan Komputerisasi, No.Agenda 
A00200300131, Nomor Desain Industri ID  0 004475 berbeda terhadap bentuk Desain 
Industri Penggarisan, No. Agenda AG0200100788, No.Desain Industri IDO 000759.
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4. Berdasarkan aturan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan bahwa 

perlindungan desain industri adalah diberikan terhadap:

1)Bentuk, atau

2)Konfiguiasi, atau

3)Komposisi garis/warna, atau

4)Bentuk dan Konfigurasi, atau

5)Konfigurasi dan Komposisi garis/wama, atau

6)Bentuk dan Komposisi garis/wama, atau

7)Bentuk dan konfigurasi dan komposisi garis/wama,

dari suatu desain industri.

5. Bahwa cakupan bentuk yang dimaksud dalam suatu desain industri 

adalah bentuk secara keseluruhan sebatas yang terlihat oleh kasat 

mata, misalnya : bentuk bulat, kotak, dsb., dan berbeda dengan 

konfigurasi maupun komposisi di dalamnya.

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2004, Tjioe Gwek Hwa 

mengajukan kembali permohonan desain industri dengan desain 

industri (produk) yang sama dengan Sertifikat No. ID. 0000759 

miliknya, yaitu desain penggaris ebtanas, dengan Nomor Permohonan 

A00200403239:
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7. Dari hasil penelitian, penulis berhasil mendapatkan fotocopy formulir 

permohonan No. A00200403239 tersebut. Berikut adalah permohonan 

desain industri No. A00200403239 :56

D IU Í olali p «tu g n «
(13) TanoO*1 Parmahonfcn ;___ .1  y  s e p  200*

(51) Kali« Oeialn IrxJüat/l (K o lu a  L a c a r n a ):

Biruma Ini 3«ya/Kanii iamptrkan t 

1 (satu) rongkop :

( X ) SurrM Kuosa
( ) Surat pernyataan pangafihan hak atas Oesoin Industri 
( ) Bukti pemilikan hak otas Oesain Induolrl 
( ) BuktJ P rio r lto B  dan terjemahannya
( ) Dokumor. (po/nntiorui t) Oacair> Industri dengan prionlu dan tarlemahannya 
t x  ) Dokumon Lair, (¿nbutkan) : s urac pozrnyacsan, Fotoicopl JCTP

3 (tiga) rangkap

( y ) U roían Desain Industri otau kotorangan sambar 
< J Ccrtohtfcdk
( j )  GamUaj-combur alau toto-TcKo Drioin ¡rxjuatrl̂  f.........(aubutkjn fumlahnyjy

(
{ )
( *--)
( :
< > 

< r i '  
c ) 
t - ' f

D«mlxiaii pt»rmúhjnan Ini «aya/kaml ojukan untuk dapat ctiproces Icblh lanjut-

Yang mertg^ukari permohonan 
■Dosain Induatri **

f .T . i f i S S - . í í . i r .S í . T í .S .? .  .? /

Kotofanaan :

1) Jika lebih dari 6atu o^ung prm oiton. cukup satu aaja yang dicantumkan dalam  • 
formulir ini sedangkan lalonya’ltarap ditulis pada lampiran tam buhin. j

Z) Aiamat surat menyurat. ;
3 ) Jika Kpraultan HaKI atau kuasa yang ditunjuk aevuai ketentuan yang berlaku, yang  . 

b&korja pada badan hukum’ tertentu dan bergerak di bidang HaKI.1 maka sabutksn ■:
■■ nama bcdan hukum yang beraangkutVm. ;

4 ) Jika lebih dan ruang yang disediakan agar cfitullo f^ada lampiran tambahan. ,
5) Serilah tanda silang pada jenis dokvmen yang Sa'idora lampirkan. • .
6) Jika permohonan Dooaln Induolrl diajukan Oleh : j

* Ueblh dari »a lu  orang, maka satu orang ditunjuk oleh kclompok/group sebagai ;
pemohon >

• Konsultan H aK I atau kuasa, yang berhak munandatangarii adalah konrultan •
yang terdaftar, cji KontO( HaKI atau kuasa yang ditetapkan ' nosuai donpan 
kcteotubn yang bertaku. __

*) Coret yanjr (!dok pcriu

56 Ditjen HKI, Op.Cit.
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Berikut adalah uraian dan permintaan perlindungan desain industri pada

permohonan No. A00200403239.57

URAIAN DESAIN INDUSTRI 
PENGGARIS EBTANAS

KETERANGAN GAMBAR

Gambar 1 Tampak Depan/Perspektip
Gambar 2 Tampak belakang

KLAIM
Yang dimintakan perlindungan hak desain industri adalah bentuk luar, bentuk lubang- 
lubang pada bagian dalam penggaris, konfigurasi lubang pada bagian dalam penggaris, 

kom posisi garis dan warna yang diperlihatkan pada gambar 1 dengan gambar 2.
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Berikut adalah Surat Penolakan Permohonan Desain Industri No. A00200403239.58

DEPARTEMI'N HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I 
D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  I IA K  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  

Jl. Ih o n  Kn>. .’ 4 raiigcrzm; 1511'/
Tclp. (H21» 5524X19. 5525'5K<. 552-WI2. 557965*6. Ka.v.: (021) 5525366 

552-4994. 5524W . x«7»>!».V..V 5524995. 5517921. 55796587 
W d u ilr: h llp :'i\n « .J jip .si].iJ

Nomor : H 2 - H C . 0 4 . 0 6 - K c p a d - Y t l r  
Lampiran : T .I IO K  G W E K  H W A
Perihal : Pemberitahuan Keputusan C(|. Ericl» M infaraga S

Penolakan Permohonan Jl. Alamanda III Blok 1:1/6. K cl. Kedoya Selatan,
Dculin Industri K « :. Kdv.m J<mik. Jakarla Barat

Dengan mi kami beritahukan bahwa berdadarkui hasil pemeriksaan Permohonan 

Desain Industri;

(21) No Permohonan Desain Industri : AOO 2004 03239

(71) Nama Pemohon : T J IO E  f iV /EK  H W A

(54) Judul Desain Industri : “ P K N G G A R IS  E B T A N A S ”

Dinyalakan : Ditolak, karena tidak haru mengingat Desain Industri tersebut telah 

diungkapkan sebelumnya dengan sertifikat nomor ID .0.004.475 tanggal 

21 Agustus 2003 atas nama S I MAN'! O  (Pasal 2 U U  N». 31 Tahun 2000

teiitaiu» Desain Industri ji* Pasal 2t> .iyal ( I )  PP Nomor I 'l'ulidn 2005

tentang Pelaksanaan l ;i ’ No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Demikian agar menjadi maklum.

Tangerang. ¡2 6 SEP 700$
Direktur I lak Cipta. Desain Industri, Desain Tata 
¿t'l.etak Sirkuit Terpadu dajjJ^ahasia Dagang^*

Tembusan:
Direktur Jenderal IIK I (sebagai laporan)
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8. Penulis ingin menjelaskan bahwa di dalam permohonan tertanggal 17 

September 2004 tersebut, Tjioe Gwek Hwa meminta perlindungan 

terhadap bentuk dan konfigurasi dari desain industri penggaris 

ebtanas.

Atas hal tersebut, penulis berpendapat bahwa:

1) Tjioe Gwek Hwa menyadari bahwa Sertifikat No. ID. 0000759 

miliknya yang telah terbit tersebut, yang mendapatkan 

perlindungan terhadap BENTUK, mengandung arti bahwa 

perlindungan desain industri hanya terhadap bentuk saja dan 

bukan terhadap konfigurasi ataupun bentuk secara 

keseluruhan.

2) Bahwa terkait dengan hal tersebut, di dalam point gugatan 

yang diajukan oleh Tjioe Gwek Hwa dalam perkara No. No. 

04K/N/HAKI/2006 Jo. No. 58/DESAININDUSTRI/2005/PN. 

NIAGA JKT.PST, yaitu:

“Bahwa ........ dengan Sertifikat desain industri No. ID.
0000759 dengan memberikan perlindungan hukum terhadap 
Ubentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini”, dengan 

pengertian bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini 
4tmencakupt bentuk dan konfigurasi** yang terdapat pada 
desain penggaris ebtanas yang diajukan penggugat ” (Point 4 
Gugatan).

Hal ini menurut penulis merupakan hal yang 

menyesatkan, karena di dalam Sertifikat No. ID. 0000759 

milik Tjioe Gwek Hwa tersebut tertulis perlindungan terhadap 

bentuk dan ini berarti hanya mendapat perlindungan terhadap

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



bentuk, yang kemudian beliau mendaftarkan lagi desain 

industri yang sama dengan permohonan perlindungan terhadap 

bentuk dan konfigurasi.

Terlebih dengan memiliki Sertifikat No. ID. 0000759 

dengan perlindungan bentuk, Tjioe Gwek Hwa melakukan 

gugatan pembatalan desain industri terhadap Sujanto dengan 

alasan memiliki kesamaan konfigurasi.

Dan akibatnya dari gugatan pembatalan tersebut, 

Sertifikat No. ID. 0004475 milik Sujanto adalah dibatalkan, 

karena menurut pertimbangan hakim yang memeriksa perkara 

yang bersangkutan bahwa bentuk dan konfigurasi pada 

Sertifikat N o. ID. 0004475 adalah sama dengan bentuk dan 

konfigurasi pada Sertifikat No. ID. 0000759.

Selanjutnya, hal ini menurut penulis dapat 

menghambat kreativitas para pendesain dan para penemu 

produk baru dalam mengembangkan penemuan-penemuan 

baru dalam dunia perdagangan di Negara kita.

9. Jadi sesuai dengan keterangan point-point tersebut diatas disertai 

bukti-bukti lampiran yang berhasil dikumpulkan, dan bedasarkan hasil 

penelitian penulis, maka pengertian bentuk pada Sertifikat No. ID. 

0000759 milik Tjioe Gwek Hwa adalah hanya bentuk saja 

sebagaimana permohonannya pada tanggal 25 September 2001 

dengan No. Permohonan A00200100788, dan bentuk tersebut hanya
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sebatas bentuk terluar saja, yakni bentuk yang terdiri dari pola garis 

miring dan garis lurus yang menyerupai bentuk trapesium / segi lima.

b. SERTIFIKAT NO.ID.0004475

Berikut adalah Permohonan pendaftaran desain industri No. 

Agenda A00200300131. tertanggal 22 Januari 2003 milik Sujanto pada 

Sertifikat No. ID.0004475.59

Jtrcktorat Jondcrst Hak Kekayaan Intelektual iiwu.it u m iu w  ■«

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN 
DESAIN INDUSTRI

DUst oloti P o t u g u  z 2  jan m a
Mfl T«ni|<iil Bmnahnnm: ~
(22) Tanggal Pcncifcnaan
(11) NomorPcimotiotun : >700 tU P O ^ O O A St

CcnjAn ini Saya/Kami4

(71) Nama Pemohon: SttJAWTO

(06) Warga N tg v a  : IKDCKfESIA
Alamata * BUOI ZROAH DtOC F1 MO. 12 RT/W : 03/07 

KEL. F02IS8ACA KDC. iMTOCCPeS TAKGE8AUC

Tclepon/Fa* :

NPW P  :  7-154«237.7-402

<

c Mengajukan permohonan Pendaftaran Desain tndustrf

MeloKil/itBhWrhbWU^) KonsutanHtKI

(74)Nama Kon*uftanHeKi AS3SG4P. S S .. m .
„  .CSDONC COABA KUBA IX. 11 

A'omo‘  - J l .  Jcad, Sudlnoaa C>T. 58, Jakarta 
Nama Badan KtAum"*: PACIFIC PATEHT

.ceoumo csuru tata, u r .  uAutmal Badan tM u m  • J1# JcaAm Stx31n » a  Ia * . 58. Jakarta 
Nomor Konsufian HaKI:

Alamta E*moi ;

Telepon/Fax : 230SBS8

(

(S4) Judul Ocsafai tndus&i :
ra «u * x s
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. )Halaman selanjutnya pada Permohonan No. Agenda A00200300131.6Q

T a n g g a l d « n  la m p  » t  p e t U m a  fcaS 
D e t a in  In d u s M  Co t k U jI  d u m u r n k m :

cm} «“¿aya/Hr kcwaroanp|2Qyĝ y*ie*aifWxvxleMlnnya -•

P c m w h o n w  p tftdaftarao  D w l n  lo d u a tri Ini d n ^ jk a n  d e n p a n  *)
h a k p n o r d a p O )

(3 3 V ^ t } » a  parftanrfQ M  BCflarimain oan TM t o u n  pertarrn fcafl p i )N o m o rP r (o n (M

(SI)Kctas Deuln Industri (Kcias Ucarno):

Deoama W S«]ra/K«ni taapirlLan :

1 (&&Ui) rangkap:

(X ) Surai Kuau
( ) Surat pamralaaa pongalhan hak ata$ OosaJn Inductrl*
(Z  JBuklipamAkiM&AaLaOeuiniodinbl 
( ) Bufctf PilorSUi dan ktfjcmihanoya
(  ) Dokumtn (pennohorun) Oeuin tntdutiri dengan prionla» dan to/j«Auhannya
(Z  ) Dofcufzaoo Lain (sabutfcan); — Fotokopi ET7 Poaohoa 

— Fotokopi. IfPVP Pcsohon
3  (liga) rangkap

(X ) Uraian Ocuin InduUri atau kekrangan gambar 
{ ) Contoti f&i*. ^
( X ) Gombar-gam&araLau (olo-loto Detain IndirUri______(rebutkan jumlahnya)

(( ^  ( -'l ( ) 
<(̂

Ocnuktan pamohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat tfpfpaes'lctxh lanjut.

Kctcmnnan:

1) Jika loblh dari satu orang pomehon. cukup catu tala
loimuSr ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lim a ,Jn , ,  " ° .cUcar'tumkan dalam

2) Alamat surat menyurat '"n bih a n.
3) Jika Konsultan HaKJ atau kuasa yang d ¿1 unjuk to suai fcelonUia

bokoja pada badan hukum tertentu den bergarmk di bidann J? bc,ljku, yang
nama badan hukum yang borsangkutan. a aKl. maka aebutkan

•«) Jika lebih dari ruang yang disediakan »oar ditulis pada tameinm tn k 
5) Barilah tanda saang pada fcmls dokumen yang Saudara lampirkan 
6. Jika permohonan Desain Industri diajukan oloh:

-  M tu orang, maka *aui orang ditunjuk oloh kolompok/group *oba0ai

- Konsultan HaKJ atau kuaca. yang borUak monandalangonl adalah konci,,ior,
yang terdaftar dl Kantor HaKl alau kuasa yang ditetapkan sosual donoan 
ketentuan yang berlaku J

•) Cora yaag ti>ht perlu

Fo rm  H a . 0U A /H K M 200/

j
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Berikut adalah Tampak Gambar Depan dan Belakang Desain Penggaris 

Sertifikat No. ED.0004475

GAMBARI.

Berikut adalah Uraian Permintaan Perlindungan Hukum Desain Penggaris, 

sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris 

milik Sujanto No. A00200300131 tertanggal 22 Januari 2003.

URAIAN DESAIN INDUSTRI

PENGGARIS

1) Penggaris ini didesain dengan melubangi badan penggaris dengan ukuran dan bentuk 

yang berbeda. Adapun tujuannya adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah 

dalam pengisian bulatan dalam formulir atau lembaran ujian sehingga tidak keluar dari 

garis bulatan yang disediakan.

2) Gambar 1 adalah tampak depan dari desain penggaris.

3) Gambar 2 adalah tampak belakang dari desain penggaris.

4) Perlindungan yang dimintakan adalah bentuk dan konfigurasi dari Desain Penggaris 

seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Berikut adalah Sertifikat No. ED.0004475 sebelum diperbaiki dengan 

perlindungan hukum bentuk dan konfigurasi, sedangkan seharusnya bentuk saja 61

( 1 2 )  D K S A I N  I N D U S T R I  Í N O O N K 5 I A

(19) OmJOCT<lRATIIAKCIITA.nK8A«N INDItsnU.DCSAIHTATA LETAK SlHKUITTUlrADU DAN RAHASIA IJACAKU DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTSLEKTUaL

( l ' )

(<5>

' . ( 2 1 )  Nomor Permohonan D e s a in  I n d u f t r i  : A00 2003.00131 

(22) Tanggal Penerimaan Penno&onan D«>in Industri : 22 Janaari 2003 

34) Judul Desain Industri: P f N G C A H I S

’l )  KI.T.ifilí.uá InlonasMUial Dcssiu Imhislri : IJ-OC

4 )  Nama dan Alamat IConsuIlin HKI •
PACIFIC P ATEN T 
GnlungCnJutOag« U .  11 
JV. l a i .  Swlinain Knv. 53 
J  a it u r  l •

-} Nama dan AJamaTyang Mengajukan Potmohonan Desain Industri : 
S U J  A N  T  O
Bodi Iiidali BlokFl No. 12 RT/RW : 03/07 
KeL Poriigaga, Kjec. Balnccpcr, Tangerang (ID )
Nama Pendesain : S o j « n f o  ( W )

(32) Tanggal (33) Negara

Yang diminuía» Perlindungan: 
Bentuk dan Konfigurasi

o o  0 ÉKjI"'Nm
il-As I?
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Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa perlindungan hukum 

desain industri yang diberikan teihadap Sujanto adalah bentuk, karena bentuk 

penggaris Sujanto tersebut jelas beibeda dengan bentuk penggaris milik Tjioe Gwek 

Hwa.

Berikut Penulis menelaah bagian bentuk dan konfigurasi dari Sertifikat No. 

DD.0000759 yang beijudul Desain Penggaris Ebtanas.

K Q .N O .:4747«

Bentuk vane dimaksud dalam Sertifikat No. 
ID0000759

Konfigurasi yang dimaksud dalam SertMat No. 
ID0000759

Selanjutnya adalah gambar bagian bentuk dan konfigurasi desain industri 

Penggaris Sujanto.

4 ^  i1 1Üiifti .1u- t|

Bentuk yang dimaksud dalam Sertifikat 
No. ID. 0004475

Konfigurasi vang dimaksud dafam Sertifikat No. 
ID. 0004475

Berdasarkan kedua gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa bentuk dari 

kedua desain industri penggaris tersebut adalah berbeda. Pada desain industri 

penggaris Sertifikat No. ID.0000759. terdapat lekukan garis lurus pada bagian sisi
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samping dari penggaris, sedangkan pada desain industri penggaris Sertifikat No. 

JD.0004475, terdapat lekukan-lekukan menyerupai setengah lingkaran pada kedua 

bagian sisi dari penggaris. Berdasarkan kedua bentuk yang berbeda tersebut 

menunjukkan bahwa bentuk dari desain industri penggaris pada Sertifikat No. 

1D.0004475 adalah merupakan desain industri yang baru.

Penulis berpendapat, sesuai dengan gambar, tabel analisis Ditjen HKI serta 

secara kasat mata dapat dikatakan bahwa bentuk dari Penggaris pada Sertifikat No. 

ID.0000759 dan ID.0004475 adalah berbeda, dimana yang dimaksud bentuk pada 

Sertifikat No. ID. 0004475 adalah bentuk terluar dengan bentuk persegi empat 

dengan lekukan setengah lingkaran pada kedua sisi atas penggaris yang memberikan 

kesan estetis.
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BAB m 
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 adalah tidak tepat d$n tidak sesuai

dengan peraturan penindang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan

pada kedua Sertifikat tersebut KONFIGURASI TIDAK MENDAPAT 

PERLINDUNGAN desain industri (masing-masing Sertifikat hanya 

mendapat perlindungan terhadap BENTUK saja), sehingga yang seharusnya 

diperiksa oleh Majelis Hakim adalah dalam hal BENTUK atas desain 

industri.

2. Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri No. ID. 0010242 dengan

perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi adalah karena Permohonan 

Sertifikat No. ID. 0010242 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sebagaimana mengacu pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 24 

s/d Pasal 30 UUDI No. 31/2000 serta dipertegas dalam PP No. 01 Tahun 

2005 Tentang Pelaksanaan UUDI No. 31/2000, mengenai syarat dan prosedur 

permohonan pendaftaran desain industri.
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3. a. Cakupan pengertian Bentuk pada Sertifikat Desain Industri Penggaris 

Ebtanas No. ID. 0000759 adalah dalam hal BENTUK saja, 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Permohonan Desain Industri No. A00200100788 

yakni perlindungan terhadap BENTUK;

- Sesuai Tabel Analisis Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI 

menyatakan bentuk adalah berupa kotak persegi dengan lekukan garis 

lurus di bagian samping sehingga menyerupai trapesium;

- Sesuai Permohonan desain industri No. A00200403239 tertanggal 

17 September 2004, dengan permohonan perlindungan bentuk dan 

konfigurasi;

b. Cakupan pengertian Bentuk pada Sertifikat Desain Industri Penggaris 

No. ID. 0004475 adalah dalam hal BENTUK saja, yaitu berdasarkan 

Permohonan Desain Industri No. A00200300131 tertanggal 22 

Januari 2003, dan melalui Hasil Analisis Substantif Ditjen HKI yang 

menjelaskan bentuk dalam hal ini berupa segi empat dimana ujung 

atasnya memiliki lekukan menyerupai setengah lingkaran yang 

memberikan kesan estetis.
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B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

diharapkan terus disempurnakan ke arah yang lebih baik dengan 

menambah beberapa pasal khususnya penambahan pasal yang 

mengatur mengenai definisi persamaan suatu desain industri, serta 

pasal yang menjelaskan definisi lebih lengkap mengenai kebaruan 

dan syarat-syaratnya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi / pandangan diantara setiap orang yang berhubungan 

dengan dunia HK1.

2. Ditjen HKI diharapkan dapat mewujudkan pengadaan database yang 

lebih canggih yang berguna untuk membandingkan antara desain 

industri yang akan dimohonkan pendaftarannya dengan desain 

industri yang sudah ada sebelumnya, terus meningkatkan 

pelayanannya terhadap publik, terutama dalam hal pengumuman 

yang berhubungan dengan pendaftaran, serta melakukan perbaikan 

sistem permohonan desain industri, sehingga dapat mengurangi dan 

mencegah resiko teijadi permasalahan hukum mengenai desain 

industri di kemudian hari.
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3. Terhadap Hakim-hakim di Pengadilan Niaga maupun sampai dengan 

Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dalam pemeriksaan 

suatu perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya desain 

industri, hendaknya dibekali suatu pendidikan ataupun pelatihan 

khusus mengenai HKI karena HKI merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang luas cakupannya dan perlu ketelitian dan 

kecermatan, serta diharapkan para hakim lebih teliti dalam 

memeriksa suatu perkara, sehingga dapat menghasilkan suatu 

putusan yang seadil-adilnya dengan semboyan “yang benar tetap 

benar dan yang salah tetap salah sehingga kebenaran akan selalu 

dapat ditegakkan“.

4. Masyarakat Indonesia khususnya para pengusaha / pelaku usaha 

hendaknya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, dengan 

tidak meniru desain industri yang sudah ada, namun memiliki ide-ide 

baru yang lebih kreatif dan bernilai estetis ekonomis, melakukan 

inovasi atas suatu desain industri yang sudah ada dan kemudian 

dimintakan perlindungan hukum terhadap desain industri tersebut
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Ditjen HKI diharapkan lebih memperhatikan dan langsung menolak 

permohonan-permohonan desain industri yang disalahgunakan oleh 

oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan sesama pelaku usaha 

dengan cara-cara yang tidak sehat, karena hal tersebut akan 

menghambat kreatifitas pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 

usaha predagangan yang akhir-akhir ini sedang digiatkan didorong 

sepenuhnya oleh Pemerintah.

Lebih memberikan pemahaman yang intensif tentang desain industri 

kepada baik masyarakat dan jajaran penegak hukum seperti hakim, 

penasehat hukum, polisi dan jaksa, pemahaman tentang desain 

industri hendaknya juga diberikan kepada para pelaku usaha, 

pencipta, pendesain, penemu produk dan terhadap orang-orang yang 

memiliki kreativitas tinggi menciptakan penemuan baru, dan 

terhadap pengguna produk/barang desain industri perlu juga 

disosialisasikan tentang sistem desain industri beserta hak-hak dan 

kewajiban serta perlindungan hukumnya.

Pelatihan Konsultan HKI sangat diperlukan, dan hendaknya dapat 

disediakan suatu pendidikan profesional khusus di.bidang HKI yang 

dilakukan melalui proses belajar secara reguler, misalnya dengan 

diadakan program Magister Strata Dua Keahlian HKI, sebagaimana 

terdapat di negara lain ada program M.IP {Master o f Intellectual 

Property).

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Buku-buku :

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan 
Intelektual (Tangerang: Ditjen HKI, 2005);

Djumhana, Muhamad dan R. Djuabedillah. Hak Milik Intelektual, Sejarah teori, dan 
prakteknya di Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993);

—  Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia. Edisi 
revisi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003);

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HaKl) Peraturan Baru Desain Industri. Cetakan ke-2 yang direvisi dan 
ditambah. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004);

Gema, An Julianto. Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual — 
Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi. (Jakarta: PT. 
Justika Siar Publika, 2006);

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005);

Lindsey, Tim. e t al. Asian Law Group Pty. Ltd. Hak Kekayaan Intelektual ~ 
suatu pengantar. (Bandung: PT. Alumni, 2004);

Mamudji, Sri e t al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. (Jakarta: Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas TnHnn^ia 2005);

Margono, Suyud. Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang 
Rahasia Dagang -  Desain Industri -  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001);

Margono, Suyud dan Amir Angkasa. Aspek Hukum Bisnis Komersialisasi 
Aset Intelektual. (Jakarta: PT. Gramedia, 2002);

Mayana, Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era 
Perdagangan Bebas. (Jakarta: PT. Gramedia, 2004);

Saidin, O.K., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Right). (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004);

Soekanto, Soeijono dan Mamudji Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan 
singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006);

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Suyanto, M. Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan, dilengkapi sampel iklan 
terbaik kelas dunia. (Yogyakarta: Audi, 2004);

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di 
Indonesia. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004);

Tatanusa, Tim Redaksi. Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam 
Perkara Desain Industri, Jilidi. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005);

Usman, Rachmadi. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. (Bandung: 
PT. Alumni, 2003);

Wignosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. 
(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002);

Yasmon (Rangkayo Sati). Indonesian Intellectual Property Directory. (Jakarta: 
Shortcut Gagas Imaji, 2006);

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 01)

Artikel /  M akalah :

Diijen HKI, “Apa itu Desain Industri ?“. Makalah disampaikan pada Presentasi 
Desain -  UKMf Intellectual Property Day. (Jakarta: Diijen HKI, 2004);

Ditjen HKI, Materi Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta:FH-UI- 
Ditjen HKI, 2005);

Ditjen HKI, Lampiran gambar-gambar;

http://www.legalitas.com:

http://www. noki a. com/image/e90blackseries;

Junus, Emawati, Bahan Kuliah Hak Milik Industri Fakultas Hukum Universitas 
Tarumanagara Tahun 2002. (Jakarta: FH-UNTAR, 2002);

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008

http://www.legalitas.com
http://www


Maulana, Insan Budi, Bahan Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Program
Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
Tahun 2006-2007). (Depok: FH-UI, 2007);

Ushiki, Riichi. “Perlindungan Hukum bagi Desain Industri“. Jurnal Hukum 
Bisnis. Volume 13, April 2001;

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nom or: 58/DESAININDUSTRI/2005/PN. NIAGA.JKT.PST.
Tanggal 7 Desember 2005.

Putusan Perkara HKI Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Nomor : 04K/N/HKI/HAKI/2006. Tanggal 27 Maret 2006.

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Lam piran - 1 :  Fotocopy PermohonanNo. A00200300131. 

Lam piran — 2 : Fotocopy Sertifikat No. ID. 0004475.

Lam piran — 3 : Fotocopy Surat Ditjen HKI No. H2-HC.04.07-16. 

Lam piran -  4 : Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

No. 58/Desain Industri/2005/PN.Niaga.JktPst. 

Lam piran -  5 : Salinan Putusan MA RI No. 04K/N/HAKI/2006. 

Lam piran -  6 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0008989 

Lam piran -  7 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0005024. 

Lam piran — 8 : Fotocopy Sertifikat Desain Industri No. ID. 0001806.

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Lampiran - 

Lampiran

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Jirck‘.orat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual C u M J d t r a i i « i i u i p  - *

F O R M U JL IR  P E R M O H O N A N  P E N D A F T A R A N  
D E S A IN  IN D U S T R I

2 £  jan  ztorjDiisi oleli Potugas 
(15) Tanggal Pemahnnan ; »
(-22) Tanggal Penerimaan :
(11) Nomor Permohonan : J?Q &  A P & 3 -

Dengan ini Saya/Kami n 

(71) Nama Pemohon : SUJANTO 

(86) Warga Negara : INDONESIA 

Alamata* BUDI INDAH BLOK P2 NO„ 12 RT/KtTs 03/07 
KEL. PORISGACA KBC. BATOCEPER TAMGERMiG

Telepon/Fax

NPWP 7.154.237.7-*02

«T

Ofisl oteh Pelupas

< l X >

Mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri
Mclalui/¥f0aK9F®aii57C*) KonsultanHaKl
(74) Nama Konsultan HaKJ jFAHIfr AS3EGAF» Sil. , HII«

. GSDUNG GRAHA NIAGA LT. 11 
Alamat * JI, Jcnd̂  Sudlnaaa Kav« 58, Jatcarfca
Nama Badan Hukum S1 : PACIFIC PATENT

Alamat Badan Hukum : S i / k  Jakarta
Nomor Konsultan HaKl:

Alamta E-rnaB :

Telepo n/Fax : 25058*18

(54) Judul Desain Industri
PENGGARIS

Tanggal dan tempat pertama, kati 
Desain Industri tersebut diumumkan:

(72) kewoigan jggĝ £j;ndesairvpendesa2nnya 41

Perm ohonan pendaftaran Desain industri ini diajukan &&ft$£R/tidak dengan ") 
hak prioritas (30)

(3 3 )N cg a ra  (32)T anggal penerim aan penTtohonan pertama kaQ (31 )Nomor Prioritas

't A'a 02fAStfHJS300t

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



(51) 'Kelas Desain Industri (Kelas Locarno):

Bersama ini Saya/Kami lampirkan 51 :

1 (satu) rangkap:

(X ) Surat Kuasa
( ) Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri “
(X  ) Bukti pemilikan hak atas Oesain Industri 
( ) Bukti Prioritas dan terjemahannya
( j Dokumen (permohonan) Oesain Insdustri dengan prioritas dan teijemahannya 
(X  ) Dokumen Lain (sebutkan): -  Fotokopi KTP Pooohon

-  Fotokopi NPWP Pcatohon
3 (tiga) rangkap

( X ) Uraian Desain industri atau keterangan gambar
( ) Contoh fisik 2
( X j Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri .„..„...(sebulkan jumlahnya)

(-r
< s
< )

U

( ^ )

I s i

Keterangan r

1) Jika lebih dari satu orang pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam 
formulir ini sedangkan (ainnya harap «fitulis pada lampiran tambahan.

2) Alamat surat menyurat
3) Jika Konsultan HaKl atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang 

bekeija pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKl, maka sebutkan 
nama badan hukum yang bersangkutan.

, 4 }  Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
6. Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh:

-  Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai 
pemohon

• Konsultan HaKl atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konslutan 
yang terdaftar di Kantor HaKl atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku

• )  Coret yang lidak perlu

Fo rm  A'o. 0 2 /A /H K 1/2 0 0 1
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

S E R T I F I K A T  D E S A IN  IN D U S T R I

M enteri K ehakim an dan Hak A sasi M anusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan 
U ndiiii^ 'U nU ang N om or 31 Tahun 20 0 0  tentang D esain Industri, memberikan hak D esain Industri kepada :

N am a dan A lam at : S  U .1 A N T  O
l’c in eg a n g  D esa in  Industri Budi Indah Hlok l-'l N o. 12 RT/RW  r 03 /07

Ke J. Porisgaga, K cc. IJaUiccpcr. Tangerang. (  II> )

Judul D esa in  Industri 1* K N  C  <■ A  K I S

N am a P endesain  : S  u  J u n  I o

T an gga l d iberikan  14 A gu stu s 2003

P erlindungan D esa in  Industri diberikan selam a IO tahun sejak tanuRal Penerimaan Permintaan 
D esa in  Industri : 2 2  J u n u u r l 2 0 0 3

D en gan  N o m o r  D esa in  Industri : ID  0  0 0 4  4 7 5  dan N om or Permintaan D esain Industri : A 00  2003  00131  
Sertifik at D esa in  Industri ini dilam piri dengan gam bar (  gambar-gambar ) ,  uraian atau keterangan Desain  
Industri y a n g  d ilin d u n g i m erupakan bagian yan g  tidak d ip is a h k a n  dari Sertifikat D esain Industri ini.

Jakarta, 21 A gustus 2003

A .n .  M E N T E R I K E H A K IM A N  D A N  H A K  A S A S I M A N U S IA  
R E P U B L IK  IN D O N E S IA  

D IR E K T U R  J E N D E R A L , H A K  K E K A Y A A N  IN T E L E K T U A L
u.b.

Dirclctur- HcvJc Cipta, Dcs lin Industri, Dcsaiit Tata. Letak
Sirkuit Terpadui Dan Rahasia Dagoaij

if4 * r i  « i iK « i t u  c  t i  I r l i lH M A W A T I J U N U S , S .II  
N i r  04tMV»?*ntf»
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(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA (11) ID 0 004 475

(19) DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG (45) 14 Agustus 2003 
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(21) Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2003 00131

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri: 22 Januari 2003 

(54) Judul Desain Industri: P E N G G A R I S

(51) Klasifikasi Internasional Desain Industri: 19-06

(74) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
PACIFIC PATENT
Gedung Graha Niaga Lt. 11
JI. Jcnd. Sudirman Kav. 58, Jakarta

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri:
S U J A N T O
Budi Indah Blok F1 No. 12 RT/RW : 03/07 
KcL Porisgaga, Kcc. Batucepcr, Tangerang ( I D )

(71) Kama Pendesain : S u j a n t o ( ID )

(30) Data Prioritas:
(31) Nomor: (32) Tanggal : (33) Negara :

(57) Yang dimintakan Perlindungan:
Bentuk

IhiiIiiiiIiiiiIiihIiiiiIiiiiIuh IiiiiIhiiIiihIhiiIiihIihiIh iiIiiiiIiiu IihiIi iii
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n KP ARTEMEN KEHAK3MAN DAN HAM RA 
DIREKTORAT JENDERAL 

HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKQ 
JLDaaaMogotKM.24 

Tctp. 552 5388 du 5524839 
T l-Ic x : 46445-HCPM-IA, Fa» 552 5366; 552 4995; 552 5386 

TANGERANG 15119

Memperhatikan surat kami No: H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 
perihal Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan 
Pemeriksaan Substantif, ternyata Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal
21 Agustus 2003 dengan Judul: Penggaris dalam lampiran (klaim) terdapat kesalahan 
ketik yaitu:

tertulis :

(57) Yang dimintakan Perlindungan: Bentuk dan Konfigurasi

seharusnya:

(57) Yang dimintakan Perlindungan: Bentuk

Demikian kesalahan ketik telah kami perbaSd.

Surat Pefba&an Ini disam paten kepada:
1. SUJAMTO

Cq. FahmlAMegaf'SH' MH. (PACSTC PATENT) 
Gedung Grata Niaga LL11 
JL JendL SutfbmanKav. 56, Jakarta 
(selaku kuasa phak Pemohon)

2. TJtOE OWEX HWA
Cq. Erick Mntarega S. (MEOiAMARK)
Ruko Petal# Blok 0-2T. Taman Patem Ustad 
Jl. Kamal Raya, Cengkareng. Jakarta 11730 
(aetakukuaaapBHkyanginengqfukan bbenlm)

PERBAIKAN 
SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI 

Nomor: k2-hd.04-07-i 6

Tangerang, 2 9 MAR 2004

NIP. 040028864
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P U T U S A N

Nom or : 58/DESAIN lNDUSTRI/2005/PN.Niaga JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

memeriksa dan memutus perkara perkara Desain Industri pada Peradilan 

tingkat pertama, telah men;atuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara 

antara : -----------------------------------------------------------------------------------------------

TJIO GWEK HWA, Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan 

Wiraswasta, beralamat di Kalideres Permai Blok C 6 No. 14, Rt.006/014, 

Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang 

Sertifikat Desain Industri No.: ID 0 000 759, dalam hal ini diwakili oleh 

kuasanya dari Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum di Jakarta, beralamat di Jl.

Jakarta 11110, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2005. Selanjutnya disebut 

sebagai....................................................................Penggugat.

M e l a w a n :

1. Sujanto, Kewarganegaraan; Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, 

beralamat di Budi Indah Blok F.1 No.12 Rt.03/Rw.07, Kel Porisgaga, 

Kec.Batuceper, Tangerang, pemilik Sertifikat Desain Industri No, ID 0

004 475. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 

FARAH DIBA.SH Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara

berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggai 

9 Nopember 2005. Selanjutnya disebut sebagai................. Tergucj&t I.

2. Departemen Kehakiman & HAM R.l Cq Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI) Cq Direktorat Hak Cipta, Desain 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, 

berkedudukan di JI.Daan Mogot Km 24, Tangerang. Dalam hal ini 

diwakili oleh Kuasanya yang bernama 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggai 31 Oktober 

2005.Selanjutnya disebut sebagai........................................Te rg ug a t II.
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Pengadilan Niaga tersebut; ---------------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ---------------------------

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; ------

Telah memeriksa alat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; ---------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat 

dan ditanda tangani oleh Kuasanya tertanggal 10 Oktober 2005 didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Oktober 2005 

dibawah Nomor Register : 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN.Niaga.-JKT.PST. 

telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: -----------------------------------------------

I. Adapun sebagai dasar mengajukan gugatan Penggugat adalah sebagai 
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah PeiMte§3(n atas Desain Industri Berjudul : 

“DESAIN PENGGARIS EBTANAS” dalam Bentuk d'dO Konfiguras/ 

sebagaimana digambarkan dalam permohonan pendatiaran Desain Industri 

Penggugat.

2. Bahwa Penggugat, tertanggal 25 September 2001 telah mengajukan 

permohonan pendaftaran Desain Industri Berjudul u DESAIN PENGGARIS 

EBTANAS" tersebut pada Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, 

yang berkedudukan di JI.Daan Mogot Km 24, Tangerang, dengan No. 

Agenda : A00200100788.

3. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk tunduk dan 

:.aat kepada keputusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan tersebut 

dan menghapuskannya dari daftar umum ( Pasal 42 Undang-undang No.31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri).
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4. Bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat tersebut, telah 

dikabulkan oleh Tergugat II, tertanggal 29 April 2002 dengan Sertifkat 

Desain Industri No. ID 0 000 759, dengan memberikan perlindungan 

Hukum terhadap “Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini". Dengan 

pengertian “ Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini “ mencakup, 

“Bentuk dan Konfigurasi” yang terdapat pada DESAIN PENGGARIS 

EBTANAS yang diajukan Penggugat.

5. Bahwa Ternyata setelah diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat 

tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2003, Tergugat I mengajukan 

kembali Permohonan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENGGARIS” 

dengan No.Agenda : A00 2003 00131.

6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tergugat I berjudul 

“PENGGARIS” dengan No. Agenda : A00 2003 00131 mempunyai 

persam aan “Konfigurasi“ dengan Desain Industri Penggugat berjudul 

“DESAIN PENGGARIS EBTANAS sehingga Penggugat mengajukan 

keberatan, karena Desain Industri atas nama Tergugat I, tersebut 

bukanlah Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, 

sehingga secara Substantif Konfigurasi D esa in  Industri berjudul

PENvoGARtS dengan No.Agenda A00 2003 00131 atas nama Tergugat

l, sama dengan Konfigurasi Desain Industri “ DESAIN PENGGARIS  

EBTANAS” milik Penggugat.

7. Bahwa atas keberatan Penggugat, melalui Tim pemeriksa Substantif

Tergugat II akhirnya mengabulkan Keberatan Penggugat, sesuai dengan 

Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam TABEL ANALISIS  

KEBARUAN DESAIN INDUSTRI, tertanggal 8 Agustus 2003, yang 

menyatakan :

“ Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif 

dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap “ baru “

“ Konfigurasi keseluruhan pada Desain permohonan secara S ubstan tif 

dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan “ tidak  

baru “
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8. Bahwa Tergugat II ternyata telah menerbitkan Sertifikat Desain industri 

atas nama Tergugat I dengan No. Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 

21 Agustus 2003. dengan memberikan perlindungan Hukum " Bentuk dan 

Konfigurasi".

9. Bahwa dengan diberikannya perlindungan “Bentuk dan Konfigurasi" 

terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri PENGGARIS atas 

nama Tergugat I tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan, 

karena Tergugat II tidak konsisten dan konsekwen terhadap Keputusan 

Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam TABEL ANALISIS 

K EB AR U AN  DESAIN INDUSTRI, tertanggal 8 Agustus 2003 yang dibuat 

oleh Tim  PemeriKsa Substantif.

10. Bahwa keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II melalui 

suratnya No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 Perihai : 

Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan 

Pemeriksaan Substantif, yang ditujukan kepada Tergugat I atau Kuasanya 

dan kepada Penggugat atau Kuasanya yang diterima tanggal 22 Agustus

2003, bahwa Permohonan Desain Industri dengan No.Agenda : A00 2003 

00131 berjudul PENGGARIS atas nama Tergugat I tersebut, dinyatakan 

dapat diterima, akan tetapi pada lampiran 1 surat Tergugat II tersebut, 

telah menetapkan:

a. Bentuk dianggap “BAR U”, sedangkan konfigurasi dinyatakan " 

T ID A K  B A R U ” terhadap pembanding terdekat, dengan kata lain desain 

Bentuk menjadi Hak ekslusif pemohon, sementara Konfigurasi 

menjadi Hak ekslusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjioe 

G w ek Hwa.

b. Konfigurasi yang terdapat pada Bentuk desain Penggaris atas nama 

pemohon (Sujanto) harus dihilangkan dalam produksi maupun dalam 

peredarannya.

11. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat II menerbitkan surat No. 

H 2 -H C -0 4 .09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 dengan lampiran 1 tersebut, 

tidak cukup karena tidak mempunyai kepastian Hukum, oleh karenanya 

Penggugat kembali mengajukan keberatan atas tindakan/ keputusan 

tersebut.
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12. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II

menerbitkan “PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” atas nama 

Tergugat I, dengan No: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 dan 

dalam perbaikan sertifikat tersebut, telah dilakukan perbaikan dari

perlindungan Hukum “Bentuk dan Konfigurasi" menjadi perlindungan 

Hukum “Bentuk “ saja.

13. Bahwa walaupun Tergugat II, telah menerbitkan “PERBAIKAN 

SERTIFIKA T DESAIN INDUSTRI” atas nama Tergugat I. dengan No: H2- 

H C .04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Penggugat berpendapat tindakan 

Tergugat II, belumlah cukup, dikarenakan;

13.1. Dalam perbaikan sertifikat atas nama Tergugat I dengan No

H2HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Tergugat tidak  

mencabut/membatalkan Sertifikat Desain Industri aias

namaTergugat I, No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003. Tidak 

dicabut/dibatalkannya Sertifikat tersebut dapat diduga bahwa, 

Tergugat l akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri 

No. ID 0 004 475, tertanggal 21 A gustus 2003 tersebut, dengan cara 

m em produksi dp.n/atau memperdagangkan “PENGGARIS", dengan 

mencantumkan “Konfigurasi", hasil Desain Penggugat, pada hal 

seharusnya Tergugat I hanya dapat diberi perlindungan Hukum  

Bentuk Saja.

13.2. Tergugat II, juga tidak memperbaiki dan/atau mencabut Sertifikat

Desain Industri Penggugat, untuk selanjutnya menerbitkan

“PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” atas nama

Penggugat, dan dengan memberikan perlindungan Hukum “ Bentuk  

dan Konfigurasi” karena Tergugat II juga telah membuat kesalahan 

yang tidak mencantumkan kata-kata “ Konfigurasi” pada Sertifikat 

Penggugat tersebut.

14. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan Hukum  

tersebut pada butir 12.1 dan 12.2 sehingga pada tanggal 3 Maret 2005  

Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dan Penerbitan 

Sertifikat. Desain Industri kepada Tergugat II, agar Tergugat II:
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1 Mcncnhul dnn momb.il.'ilk.in SrililiK.il l)(ir.;iin liidusln Nomor Dos; <111 
Industri : ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama Penggugat. ( 

Tjioe Gwek Hwa), dan dengan menerbitkan Sertifikat Desain Industri 

yang baru atau PERBAIKAN SERTIFIKAT, dengan memberikan 

perlindungan Hukum “Bentuk dan Konfigurasi”.

2. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor 

Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 dan “ 

PERBAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI” atas namaTergugat I, 

No : H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 atas namaTergugat I, 

dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau PERBAIKAN 

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI, dengan memberikan perlindungan 

Hukum “ Bentuk” saja.

15. Bahwa tidak dicabut/dibatalkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat 

Nomor Desain Industri : ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama 

Penggugat, dan kemudian tidak diterbitkannya Sertifikat yang baru 

(Perbaikan ), maka secara pasti • Penggugat akan mengalami kesulitan 

dalam mempertahankan Haknya atau mengambil tindakan-tindakan Hukum 

terhadap pihak ketiga termasuk Tergugat I dari perbuatan-perbuatan 

menggunakan dan/atau memproduksi “PENGGARIS" yang menggunakan 

Desain ‘‘Konfigurasi’ , pada hal Penggugat telah diakui sebaga/ pendesain 

Konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada Desain Industri 

“PENG GARIS EBTANAS” tersebut. Demikian juga Tergugat I akan dapat 

menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri 

: ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 dan “PERBAIKAN SERTIFIKAT 

DESAIN INDUSTRI” No: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, karena 

didalam sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat I diberi perlindungan 

Hukum Bentuk dan Konfigurasi, sedangkan Sertifikat Desain Industri 

No.Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut 

belum dicabut/dibatalkan, baik melalui/pada “PERBAIKAN SERTIFIKAT 

DESAIN INDUSTRI” Nomor: H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, 

maupun melalui Surat Keputusan tersendiri dari Tergugat II.

16. Bahwa Terhadap surat permohonan Penggugat tertanggal 3 Maret 2C05 

tersebut, Tergugat II, melalui Suratnya Nomor : H2.HC.04.10-93, 

memberikan keputusan yang pada intinya menyatakan ;
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1. Benar bahwa telah didaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual:

a. Desain Industri No.lD 0000759 untuk melindungi "Bentuk" penggaris 

pada tanggal 29 April 2002; dan

b. Desain Industri No.lD 0004475 untuk melindungi “Bentuk dan 

Konfigurasi" penggaris pada tanggal 14 Agustus 2003 telah 

memperbaiki perlindungan hanya untuk “Bentuk" saja.

2. Bahwa permintaan Saudara (Penggugat) untuk membatalkan sertifikat 

tersebut pada butir 1.a dan 1.b, dan menerbitkan sertifikat baru tidak 

dapat kami kabulkan karena pembatalan sertifikat hanya dapat 

dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 38 Undang-undang 

No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

17. Bahwa Penggugat sangat Keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat II 

Nomor : H2.HC.04.10-93 tersebut, karena alasan Tergugat pada butir 2 

(dua) tidak sesuai menurut Hukum atau bertentangan dengan pasal 37 

ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

18. Bahwa Keputusan Tergugat II menolak surat Penggugat tertanggal 3 Maret 

2005 bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri, menyatakan :

“ Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh 

pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Pascil 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

berbunyi sebagai berikut:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, 

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah 

ada sebelumnya.
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3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya:

a. Tanggal Peneiimaan atau

b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak 

Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di 

luar Indonesia.

Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

berbunyi sebagai berikut : Hak Desain Industri tidak dapat diberikan

apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau 

kesusilaan.

Dengan demikian maka Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan ini 

melalui Pengadilan Niaga Jakarta, karena akibat tindakan Tergugat II sangat 

merugikan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta sangatlah 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sebagai 

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Hak Desain 

Industri dan pemegang Desain atas Industri No. ID 0 004 475, 

tertanggal 21 Agustus 2003.

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan 

melanggar Hukum.

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Desain Industri “ 

Bentuk Dan Konfigurasi" terdaftar No.ID 0 000 759, tertanggal 29 

April 2002, atas nama Penggugat.

4. Menyatakan Pendaftaran Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 

475, terdaftar tanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I. 

mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara
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keseluruhannya dengan Desain Industri “Bentuk Dan 

Konfigurasi “milik Penggugat.

5 Membata'kan atau setidak-tidaknya menyatakan batal, Pendaftaran 

Desain Industri “ Bentuk “ terdaftar No: ID 0 004 475, tertanggal 21 

Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari daftar umum Ditjen HAKI

6 Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan 

Pengadilan dengan mencoret Pendaftaran Desain Industri “ Bentuk 

“ terdaftar No: ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama 

Tergugat I, dari daftar Umum Hak Desain Industri.

7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , 

untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya HARATUA PANGGABEAN.SH  

dan F.FERDY SIREGAR.SH.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1A 

September 2005, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya FARAH 

DIBA.SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2005 dan 

untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya Cl_AUDIA. V .G .SH, 

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2005 ; ------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian 

diantara pihak pihak namun ternyata tidak berhasil, karenanya pemeriksaan 

perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat ; ------------------------------- .—  ---------------------------------

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut , Kuasa 

Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada 

hari persidangan tanggal 16 Nopember 2005 pada pokoknya sebagai berikut:

j
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2. Bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana 

telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri, yaitu :

2.1. Tahap pemeriksaan substantif, dimana pemeriksaan substantif ini 

adatah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan 

Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 untuk mengetahui 

aspek kebaruan (novelty) yang dimohonkan ;

2.2. Tahap Pengumuman (publikasi), dimana oleh karena telah 

memenuhi persyaratan yang ada maka pihak Desain Industri 

segera mengumumkannya agar, diketahui oleh pihak-pihak yang 

merasa berkeberatan;

Bahwa pada tahap pemeriksaan permohonan Desain Industri milik 

Tergugat I, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat II 

namun ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Substantif oleh 

Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. H2-HC.04.09-70 

tertanggal 14 Agustus 2003 Perihal Pemberitahuan Keputusan 

Pemberian Hak Desain Industri. Berdasarkan Pemeriksaan Substantif 

diputuskan bahwa Permohonan Desain Industri Tergugat I dinyatakan 

D A P A T  DITERIM A (sesuai dengan Pasal 2 Jo Pasal 26 Undang-undang 

No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);

Mohon Perhatian Maielis Hakim Yang Mulia :

3. Bahwa Sertifikat Desain Industri Penggugat adalah BERBEDA dengan 

Sertifikat Desain Industri Tergugat I. Sertifikat Desain Industri milik 

Penggugat No. ID 0 000 759 dengan Judul Desain Industri DESAIN 

P EN G G A R IS  EB TAN AS hanva mendapat perlindungan BENTUK saja, 

sesuai dengan Permohonan Penggugat sendiri sebagaimana ternyata 

dalam Permohonan Pendaftaran Desain Industri No.A 00 2001 788 

tanggal 25 September 2001. Sedangkan Sertifikat Desain Industri No. ID

0 004 475 dengan Judul Desain Industri PENGGARIS milik TE R G U G A T

1 mendapatkan perlindungan dalam BEN TU K dan KONFIGURASI 

sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang diajukan 

T E R G U G A T  I dengan No. A  00 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003. 

Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam point 4 gugatannya yang
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pada  in tin y a  m enyatakan S e rtifika t Desain In d u s tr i m iiik  

PE N G G U G A T m endapa t pe rlindungan  dalam ben tuk  dan 

k o n f ig u ra s i ada lah  tidak  benar dan m enyesatkan. Adapun BENTUK 

antara Desain Industri milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang 

sama-sama telah mendapat perlindungan hukum ( Hak Eksklus«f ) 

dari TERGUGAT II adalah berbeda dan  tidak a d a  

persamaannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri menyebutkan: “ Hak Desain In d u s tr i 

d ib e r ik a n  a tas dasa r perm ohonan  Hal tersebut berarti ‘Permohonan 

Pendaftaran’ adalah sebagai ‘co n d itio  s in e  qua non ’ yang harus dilakukan. 

Selain daripada itu telah dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 12 Undang- 

undang No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi: “P ihak y a n g  u n tu k  pertam a  

k a li m enga jukan  P erm ohonan d ianggap sebaga i pem egang  Hak Desain  

In d u s tr i, k e cu a li te rb u k ti se ba liknya ";

Bahwa telah terbukti TERGUGAT I adalah pihak yang pertama kali 

mengajukan permohonan pendaftaran atas bentuk dan konfigurasi Desain 

Industri PENGGARIS pada TERGUGAT II yang terdaftar dengan Sertifikat 

Desain Industri No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003, sehingga 

mutatis mutandis TERGUGAT I berhak mendapatkan Hak Eksklusif 

sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangOundang No. 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri;]

Bahwa oleh karena Indonesia sebagai salah satu negara peserta Paris 

Convention, maka memiliki kewajiban melindungi desain industri, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 quinquies yang berbunyi; 

“Industria l Designs shall be protected in aJI the countries o f the un ion ’)

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka pengajuan gugatan 

oleh PENGGUGAT mengenai Pembatalan Desain Industri TE R G U G A T I 

adalah sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya 

pengutipan atau pencatuman Pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 

2000 tentang Desain Industri adalah tidak tepat, karena Desain Industri milik 

T ERGUGAT II telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam  

Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan
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tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 2000 

tentang Desain Industri;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim 

Yang Mulia berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

j

1. Menolak gugatan P EN G G U G A T untuk seluruhnya; j
j

2. Menghukum P E N G G U G A T untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut , Kuasa 

Tergugat II menyampaikan jawaban dan Ralat Jawaban secara tertulis yang 

disampaikan pada hari persidangan masing-masing tertanggal 16 Nopember 

2005 dan 22 Nopember 2005 pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------

1. Bahwa benar T E R G U G A T  II telah mendaftarkan dan menerbitkan 

Sertifikat Desain Industri ID 0 000 759 dengan judul DESAIN PENGGARIS 

E B TA N A S  tanggal 29 April 2002 dengan perlindungan “bentuk" atas nama 

Penggugat (B.T2-1).

2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003 Tergugat II telah mendaftarkan 

dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri ID 0 004 75 atas nama Sujar.to, 

dengan judul Desain PENGGARIS. Pada sertifikat ini, perlindungan yang 

dimohonkan adalah “bentuk dan konfigurasi". (B.T2-2). Berkaitan dengan 

sertifikat ini, Tergugat II telah mengeluarkan Perbaikan Sertifikat Desain 

Industri No. H2-HC.04.07-16 sehingga perlindungan yang diberikan adalah 

hanya pada “bentuk" desain industri (B.T2-3).

3. Bahwa mekanisme pencabutan dan penerbitan kembali sertifikat Desain 

Industri atas dasar kesalahan administrasi tidak pemah diatur di dalam 

Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan dengan 

sebab itulah pula Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyatakan bahwa kewenangan 

untuk hal tersebJt tidak mungkin dilaksanakan karena akan menciptakan 

suatu ketidakpastian hukum dengan mudahnya proses pencabutan dan

ii

j
i
L
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penerbitan sebagaimana dikehendaki oleh P EN G G U G A T dalam 

Gugatannya poin 13 dan 15. Untuk itu, apabila terdapat ketidaksesuaian 

antara sertifikat dan permohonan. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat ’l) 

hanya dapat menerbitkan Perbaikan Sertifikat Desain Industri dan bukan 

sertifikat baru.

4. Bahwa T E R G U G A T  II telah menerbitkan Surat tertanggal 30 Maret 2005 

No. H 2-H C.04.10-93 perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan 

Sertifikat Desain Industri (B.T2-4). Surat aquo merupakan balasan atas 

Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 Maret 2005 perihal 

Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat Desain Industri (B .T2 - 

5). Bahwa isi surat aquo yang pada intinya menyatakan bahwa 

T E R G U G A T  tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat 

(yang dalam hal ini adalah secara sepihak) adalah benar adanya. Dan 

bahwa ketentuan hukum yang dikutip oleh P EN G G U G A T sebagai dasar 

keberatannya adalah tidak tepat.. Ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang- 

undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya hanya 

berlaku bagi pembatalan bersifat permanen (menghapuskan hak) atas hak 

desain industri milik pemegang hak itu sendiri. Bukan terhadap hak pihak 

ketiga/orang lain. Sementara, surat pihak P E N G G U G A T tertanggal 3 

Maret 2005 perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat 

Desain Industri dimaksudkan untuk pembatalan tidak semata-mata atas 

sertifikat Desain Industri milik P EN G G U G A T, namun pada sertifikat milik 

pihak ketiga. Dengan demikian, jelas bahwa TE R G U G A T  II tidak dapat 

mengabulkan permohonan pihak P E N G G U G A T mengingat kewenangan 

untuk melakukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan (dalam hal 

ini P E N G G U G A T) atas hak desain industri pihak lain harus melalui proses 

berperkara di pengadilan Niaga (pasal 38 Undang-undang No. 31 tahun

2000 tentang Desain Industri).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas T E R G U G A T  II

menyangkal semua dalil-dalil P EN G G U G A T kecuali yang diakui secara tegas

dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili

perkara ini agar memberi putusan yang seadil-adilnya.
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Menimbang, bahwa atas jawaban leiyuyat kusebut , rcnyyiKjat ticl.ik 

mengajukan Replik .begitupun Para Tergugat tidak mengajukan Duplik atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut 

Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermeterai cukup dan 

telah disesuaikan dengan aslinya dupersidangan sebagai berikut: ------------------

1. Bukti P — 1 : Foto copy Sertfikat Desain Industri atas nama, Tjioe Gwek

Hwa, tertanggal 06 Mei 2002, yang dikeluarkan Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intektual Cq Direktur Hak Cipta 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia 

Dagang (sesuai dengan asli);-----------------------------------------------

2. Bukti P - 2 : Foto Copy Surat yang ditujukan kepada Direktur Hak Cipta

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia dagang Direktorat Jenderal Haki, Departemen 

Kehakiman & HAM RI, tertanggal 28 Maret 2003 (sesuai 

dengan as li).-------------------------------------------------------------------------

3. Bukti P -  3 : Foli) COpy SW ßt Departemen Kehakiman dan HAM RI Cq.

D irekto ra t Jenderal Hak ^ k r ) ,

Tanggapan Persamaan terhadap Desain Industri Yang diberi 

Perlindungan Hukum beserla lampiran Tabel analisis 

Persamaan Desain Industri, tertanggal 3 April 2003 (sesuai 
der.gan asli).--------------------------------------------------------------------------

4. Bukti P — 4 : Foto Copy Surat Tjioe Gwek Hwa, kepada Direktur Hak Cipta,

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia 

Dagang, Direktorat Jenderal Haki Departemen Kehakiman & 

HAM RI, tertanggal 22 Mei 2003 (sesuai dengan asli).;-----------

5. Bukti P -  5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak 

Desain Industri, berdasarkan Pemeriksaan Subtantif, 

tertanggal 14 Agustus 2003, dengan lampiran hasil 

pemeriksaan Subtantif atas dasar keberatan, tertanggal 8 

Agustus 2003 (sesuai dengan asli);---------------------------------------
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6 Bukti P — 6 : Foto Copy Surat yang dimintakan perlindungan Bentuk dan

Konfigurasi, tertanggal 14 Agustus 2003 (sesuai dengan 

asli).;----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Bukti P -  7 : Foto Copy Sertifikat Desain Industri atas nama Sujanto.

tertanggal 21 Agustus 2003, yang dikeluarkan Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Hak Cipta 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & 

Rahasia Dagang (foto copy).-----------------------------------------------------------

8. Bukti P — 8 : Foto Copy Perbaikan Sertifikat Desain Industri, tertanggal

29 Maret 2004 (sesuai dengan asli).----------------------------------------

9. Bukti P -  9 : Foto Copy Kliping Harian KOMPAS, tertanggal 14 April 2004

(sesuai dengan asli).-------------------------------------------------------------------

10. Bukti P -10 : Foto Copy Formulir Pendaftaran Desain Industri (sesuai

11. Bukti P -11 : Foto Copy Surat Dirjen Hak Kekayaan Intektual Cq Direktur

Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu & Rahasia Dagang, tertanggal 30 Maret 2005 

(sesuai dengan asli).--------------------------------------------------------------------

12. Bukti P - 12:  Sample Penggaris EB TAN AS (asli);--------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, 

Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermaterai 

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut: —

1. Bukti T.I-1 : Serifikat Desain Industri PENGGARIS yang terdaftar No.

ID.0.004.475 pada Direktorat Desain Industri atas nama Sujanto 

(Tergugat I) (sesuai dengan asli); -----------------------------------------------------------------------

2. Bukti T.I-2  : Gambar dan Keterangan Gambar Sertifikat Desain

Industri Penggaris No.lD.0.004.475 atas nama Tergugat I yang 

mendapat perlindungan B EN TU K  dan KONFIGURASI (sesuai dengan 

asli); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Bukti T. 1-3 Permohonan Pendaftaran Desain Industri Penggaris

No.AOO 2003 00311 tanggal 22 Januari 2003 atas nama Sujanto 

(Tergugat I) (sesuai dengan a s l i ) ---------------------------------------------------------

4. Bukti T.I-4 : Sertifikat Merek CHEVAL No.559718 yang telah dikenal

dan menjadi merek Penggaris hasil produksi Tergugat I, yang diterbitkan 

oleh Direkiorat Merek atas nama Sujanto (Tergugat I) (sesuai dengan

5. Bukti T.I-5 : Sertifikat Desain Industri No.lD/0 000 759 atas nama

Penggugat yang mendapat perlindungan BENTUK (foto copy).--------------

6. Bukti T.I-6 : Permohonan Pendaftaran Desain Industri DESAIN

PENGGARIS EBTANAS No.AOO 2001 00788 tanggal 25 September

2001 atas nama Penggugat (foto copy) .------------------------------------------------

7. Bukti T .I-7 A s/d H : Faktur Penjualan PENGGARIS merek CHEVAL

hasil produksi Tergugat di Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2005 (se su a i dengan a$H)------------------------------------------------------------

8. BuktiT .I-8  : Contoh Penggaris merek CHEVAL hasil produksi

Tergugat I (asli).------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, 

Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermaterai 

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut: —

1. Bukti T. 11-1 : Kutipan Sertifikat Desain Industri DESAIN PENGGARIS

EBTANAS ID 0 000 759 beserta gambar dan keterangan Gambar Desain 

Industri No. Agenda A00 2001 00788 atas nama Tjio Gwek Hwa 

(Penggugat) (sesuai dengan asli).-----------------------------------------------------------

2. Bukti T .II-2  : Kutipan Sertifikat Desain Industri PENGGARIS ID 0 004

475 beserta gambar dan keterangan Gambar Desain Industri No. Agenda 

A00 2003 00131 atas nama Sujanto (sesuai dengan asli).------------------------
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3. Bukti T . 11-3 : Perbaikan Sertifikat Desain Industri No. H2-HC.04.07-16

tertanggal 28 Maret 2004 atas Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475 

tanggal 21 Agustus 2003 (sesuai dengan asli).-------------------------------------------------

4. Bukti T.II-4 Surat dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. H2-HC.04.10-93 

tertanggal 28 Maret 2005, perihal Permohonan Pembatalan dan 

Penerbitan Sertifikat Desain Industri (sesuai dengan asli).-------------------------------

5. Bukti T.II-5 : Surat dari MEDIA MARK yang ditandatangani oleh Erick

Mintaraga selaku kuasa hukum untuk Sdri. Tjioe Gwek Hwa, tertanggal 3 

Maret 2005, perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertifikat 

Desain Industri, (sesuai dengan asli).-------------------------------------------------------------------

6. Bukti T.li-6 : Surat dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. H2-HC.04.09-70 

tertanggal 14 Agustus 2003, perihal Pemberitahuan Keputusan Pemberian 

Hak Desain Industri berdasarkan Pemeriksaan Substantif, (sesuai dengan 

asli).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Bukti T.II-7 : Permohonan Pendaftaran Desain Industri DESAIN

PENGGARIS EBTANAS No. AOO 2001 00788 tanggal 25 September 2001 

atas nama TJIO E  G W EK  HW A (beserta kelengkapannya; fotocopy K TP  

pemilik Desain, surat pernyataan hak, surat kuasa, gambar beserta uraian 

desain industri) (foto copy).------------------------------------------------------------------------------------

8. Bukti T.II-8 : Permohonan Pendaftaran Desain Industri PEN G G AR IS

No. AOO 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003 atas nama S U JA N TO  

(be.serta kelengkapannya; fotocopy K TP  pemilik Desain, surat pernyataan 

hak, surat kuasa, gambar beserta uraian desain industri) (sesuai dengan 

asli).;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak 

mengajukan Kesimpulannya ddlam perkara ini ; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal hal sebagaimana ternyata 

dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya 

keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari rangkaian pertimbangan Putusan ini ; -------------------------------------------
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Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya menyatakan mohon 

Putusan ; ----------------------- --------------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaim ana disebutkan diatas, pada pokoknya mengajukan pembatalan 

pendaftaran Desain Industri (Desain Penggaris) milik Tergugat I No. ID 0 004 

4 75  tertanggal 21 Agustus 2003, karena bukan merupakan desain industri yang 

baru sebab mempunyai persamaan Konfigurasi dengan Desain Industri 

Penggugat berjudul “Desain Penggaris Ebtanas" No. ID 0 000 759 tertanggal 

29 April 2002; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan maupun Tergugat I 

m em bantah kebenaran gugatan Penggugat dengan menyatakan pada 

pokoknya bahwa pendaftaran Desain Industri milik Tergugat telah dilakukan 

dengan benar oleh karenanya memperoleh perlindungan hukum;---------------------

Menimbang, bahwa karena dibantah* maka pertama sekali be'oan 

pembuktian diletakkan pada Penggugat kem udian kepada  Tergugat;---------------

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat 

dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-11 dan 

contoh produk ( P - 1 2 );-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti surat 

diberi tanda T.l-1 s/d T.I-7 dan contoh produk (T.I-8), dan Tergugat II 

m engajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T .II-8 ;----------------------------------------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang 

Klo.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, alasan-alasan pembatalan Desain 

Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, dalam pasal 2 

ayat (1) adalah Hak Desain Industri hanya diberikan pada Desain Industri yang 

b a ru ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah oleh para 

Tergugat, maka dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:-----------------------
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1. bahwa dengan diumumkannya permohonan Tergugat I tentang

pendaftaran Desain Industri “Penggaris" dengan No. Agenda A00 2003 

00131, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat II 

dengan alasan mempunyai persamaan konfigurasi dengan Desain 

Industri milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu (bukti P -4 );-----------

2. bahwa keberatan tersebut Tergugat II memberi jawaban dan

menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri Tergugat I dapat 

diterima meskipun dengan catatan yaitu: bentuk dianggap baru, namun 

konfigurasi dinyatakan tidak baru karenanya konfigurasi dalam produksi 

Tergugat I harus dihilangkan (bukti P -5 );---------------------------------------------------------

3. bahwa karena Penggugat tetap keberatan, maka Tergugat II

menerbitkan “Perbaikan Sertipikat Desain Industri” atas nama Tergugat I 

tanggal 29 Maret 2004, yaitu dari perlindungan hukum “Bentuk dan 

Konfigurasi” menjadi perlindungan hukum “bentuk” saja (bukti P -8 );--------

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah 

apakah Desain Industri Penggaris milik Tergugat I yaitu No. ID 0 004 475 

tertanggal 21 Agustus 2003 (bukti T.I-2 ) bukan merupakan Desain Industri 

yang baru karena mempunyai persamaan konfigurasi dengan Desain Industri 

milik Penggugat No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 (bukti P -1 );----------------

Menimbang, bahwa dari fakta diatas^ d^jSat disimpulkan bahwa 

Tergugat II mengakui Desain Industri milik Tergugat I yang terdaftar dengan 

No. ID 0 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 (bukti I.I-2 sama dengan T2 -1 )) 

mempunyai kesamaan konfigurasi dengan Desain Industri milik Penggugat 

yang terdaftar dan telah diproduksi terlebih dahulu dengan No. ID 0 000 759 

tanggal 29 April 2002 (bukti P-1 sama dengan T2-1), kemudian apabila 

dibandingkan kedua produk antara Penggugat (bukti P-12) dengan Tergugat I 

(bukti T  I-8) konfigurasi yang ada pada kedua produk penggaris seluruhnya 

adalah sama, yaitu konfigurasi berbentuk panah dengan kepala diarsir, 

dibelakang panah ada bentuk pita diikuti dengan empat garis tebal dengan 

bentuk lebih pendek dibagian ujung, serta ada beberapa lubang kecil-kecil;-------
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Menimbang, bahwa sesuai bukti P-8 sama dengan bukti T2-3 yaitu 

Perbaikan Sertipikat Desain Industri terhadap Sertipikat Desain Industri No. 1D

O 004 475 tanggal 21 Agustus 2003 dengan judul “Penggaris” milik Tergugat I, 

Tergugat II melakukan perbaikan dengan menyatakan: telah terjadi salah ketik 

yaitu tertulis “yang dimintakan perlindungan : Bentuk dan Konfigurasi’ 

seharusnya yang dimintakan perlindungan “Bentuk”, dari bunyi perbaikan 

mana dapat diartikan bahwa perlindungan desain industri yang sebelumnya 

diberikan terhadap “bentuk dan konfigurasi” diperbaiki menjadi perlindungan 

desain industri terhadap “beniuk" saja; — -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat II berupa 

perbaikan sertipikat desain industri diatas adalah kurang tepat, Tergugat II 

telah mengakui ada persamaan konfigurasi desain industri dengan milik 

Penggugat, dimana antara “bentuk dan konfigurasi” yang telah diberikan 

perlindungan hukum terhadap Desain Industri milik Tergugat I adalah satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila salah satu baik bentuk atau 

konfigurasinya mempunyai persamaan dengan desain industri yang lain, maka 

Desain Industri tersebut sudah tidak baru dan harus dibatalkan pendaftarannya;
^ • «»

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap Sertipikat Desain Industri No. 

ID 0 004 475 (Bukti P-8) tersebut diatas ternyata tidak serta merta 

menyatakan membatalkan pendaftaran Desain Industri No. ID 0 004 475, 

karenanya pendaftaran desain industri tersebut dianggap tetap berlaku dan 

secara formal sah yaitu perlindungan terhadap “bentuk dan konfigurasi0, 

sedangkan konfigurasi telah dinyatakan sama dengan dengan Desain Industri 

Penggaris Ebtanas milik Penggugat yang sudah diproduksi dan terdaftar 

terlebih dahulu dengan kata lain didaftarkan setelah Penggugat mendaftarkan 

Desain Industrinya, oleh karenanya tidak bam, maka dengan demikian daIH 

Penggugat agar pendaftaran Desain Industri milik Tergugat I dibatalkan adalah 

beralasan dan dapat dikabulkan;---------------------------------------------------------------------------------

" — r - . * — ^ ------------
Menimbang, bahwa karena faktanya Desain Industri No. ID 0 000 759 

tertanggal 29 April 2002 untuk “Penggaris Ebatanas" diproduksi dengan bentuk 

dan konfigurasi (contoh produksi bukti P-12), maka petitum gugatan nomor 3 

dapat dikabulkan;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ty^nimbang, bahwa* gOgatdn ini khusus mengenai gugatan pembatalan 

pendaftaran Desain Industri, yang-secsarS' khusus diatur dalam Undang-und&ng
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Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka perbuatan melanggar 

hukum yang didalilkan Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, maka petitum 

nomor 2 gugatan tidak dapat diterima;--------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Desain 

Industri miiik Tergugat I mempunyai persamaan konfigurasi secara 

keseluruhan dengan Desain Industri milik Penggugat, karenanya petitum 

gugatan nomor 4,5 dan 6 beralasan dan dapat dikabulkan;-------------------------------------

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka 

Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Mengingat dan memperhatikan pasal 38, pasal 2 dan pasal-pasal lain 

dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta 

ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;---------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------------------

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Desain Industri “Bentuk 

dan Konfigurasi’ terdaftar No. ID 0 000 759, tertanggal 29 April 2002, 

atas nama Penggugat;------------------------------------------------------------------------------------------

Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena mempunyai 

persamaan Konfigurasi secara keseluruhannya dengan Desain Industri 

No. ID 0 C00 759 tertanggal 29 April 2002 milik Penggugat;-------------------------

Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri No. ID 0 000 475 

vi ?rtanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftar Umum

MeL~errT3JSk3f! Tsrg^gat U untuk tunduk dan taat pada Putusan

jactilan oengan menccial attiu IViHirjiididM n

Induaf'l No 10 0 004 4/*> / i  / t / ) )  t : j v  ¡i

ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Desain Industri No. ID 0 004 475 terdaftar tertanggal 21
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6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang sampai 

hari ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -------------------------------

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; ----------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari 

S en in  tanggal 5 Desember 2005, oleh kami: BINSAR SIREGAR, 

S H .M H u m ., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY TJAHJONO, SH.MHum. 

dan H .SU G ITO , SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2005, oleh Hakim Ketua Majelis, 

didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu PIPIH RESTIVIANI, SH.IVIH, 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

I . Tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HA KIM -H AKIM  ANGGOTA. HAKIM KETUA MAJELIS.

ED Y TJAHJO NO .SH.M .Hum .

H. S U G ITO .S H .M .H u m .

PANITERA PENGANTI.

o c .

PIPIH RESTIVIANI.SH.MH.

A
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) 

dalam tingkat kasasi teiah mengambil putusan sebagai berikut dulam per­

kara antara:

SUJANTO, beralamat di Budi Indah Blok F 1 No. 12 

Rt. 03, Rw 07. Kelurahan Porisgaga, Kecamatan 

Batuceper, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa 

kepada dan

kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan

Jakarta beidasarkan 

surai kuasa khusus tanggal 12 Desember 2005, 

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat !;

m e I a w a n

1. TJIO GWEK HWA, beralamat di Kalideres Permai 

Blok C6 No. 14 Rt.006/014, kelurahan Kalideres, 

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada

, Advokat, berkantor di Jalan

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29

Desember 2005, sebagai Termohon Kasasi 

dahulu Penggugat;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. D E­

PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI M A­

NUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK K E­

KAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT HAK

CIPTA .....
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CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA 

LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA 

DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24, 

Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

semuanya Pegawai Direktorat Hak Cipta, Desain 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, departemen Hukum dan 

Hi-k Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 31 Oktober 2005, sebagai Turut 

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa 

sekarang Termohon Kasasi dahuJu sebagai Penggugat telah menggugat 

sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat l di muka persidangan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya 

atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendesain atas Desain Industri berjudul : 

"DESAIN PENGGARIS EBTANAS" dalam Bentuk dan Konfigurasi 

sebagaimana digambarkan dalam permohonan pendaftaran Desain 

Industri Penggugat.

2. Bahwa Penggugat, ter:anggal 25 September 2001 telah mengajukan 

permohonan pendaftaran Desain Industri Berjudul “DESAIN 

PENGGARIS EBTANAS" tersebut pada Departemen Kehakiman dan 

HAM RI, Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

dan Rahasia Dagang, yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, 

Tangerang, dengan No. Agenda : A00200100788.

3. Bahwa.....
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3. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk tunduk dan 

taat kepada keputusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan 

tersebut dan menghapuskannya dari daftar umum (Pasal 42 Undang- 

Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

4. Bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri Penggugat tersebut, 

telah dikabulkan oleh Tergugat II, tertanggal 29 April 2002 dengan 

Sertifikat Desain Industri No. ID 0 000 759, dengan memberikan per­

lindungan Hukum terhadap “Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini". 

Dengan pengertian "Bentuk yang utuh dari keseluruhan alat ini 

mencakup, “Bentuk dan Konfigurasi" yang terdapat pada DESAIN 

PENGGARIS EBTANAS yang diajukan Penggugat.

5. Bahwa ternyata setelah diterbitkannya Sertifikat Desain Industri 

Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2003. Tergugat I 

mengajukan kembali permohonan Pendaftaran Desain Industri berjudul 

‘'PENGGARIS" dengan No. Agenda : A00 2003 00131.

6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tergugat I berjudul 

"Penggaris" dengan No. Agenda : A00 2003 00131 mempunyai 

persamaan “Konfigurasi' dengan Desain Industri Penggugat berjudul 

“DESAIN PENGGARIS EBTANAS", sehingga Penggugat mengajukan 

keberatan, karena Dessin Industri atas nama Tergugat I, tersebut 

bukanlah Desaian Industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain 

Industri, sehingga secara Substantif Konfigurasi Desain Industri berjudul 

"Penggaris" dengan No. Agenda : A00 2003 00131 atas nama Tergugat

I, sama dengan Konfigurasi Desain Industri “DESAIN PENGGARIS 

EBTANAS" milik Penggugat.

7. Bahwa atas keberatan Penggugat, melalui Tim pemeriksa Substantif 

Tergugat II akhirnya mengabulkan keberatan Penggugat, sesuai dengan 

Hasil Analisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabol Analisis 

kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003, yang menyatakan:

“Bentuk.....
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“Bentuk keseluruhan pada desain permohonan secara substantif 

dinyatakan berbeda dengan data pembanding sehingga dianggap baru" 

“Konfigurasi keseluruhan pada Desain permohonan secara Substantif 

dinyatakan sama dengan data pembanding sehingga dinyatakan “tidak 

baru”

8. Bahwa Tergugat II ternyata telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri 

atas nama Tergugat I dengan No. Desain Industri : ID 0 G04 475 

tertanggal 21 Agustus 2003, dengan memberikan perlindungan Hukum 

"Bentuk dan Konfigurasi".

9. Bahwa dengan diberikannya perllindungan “Bentuk dan Konfigurasi” 

terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri Penggaris atas nama 

Tergugat I tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan, karena 

Tergugat II tidak konsisten dan konsekuen terhadap keputusan Hasil 

Anajisis Kebaruan Tim Pemeriksa Substantif dalam Tabel Analisis 

Kebaruan Desain Industri, tertanggal 8 Agustus 2003 yang dibuat oleh 

Tim Pemeriksa Substantif.

10. Bahwa keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II melalui 

suratnya No. H2-HC.04.09-70 tertanggal 14 Agustus 2003 Perihal : 

Pemberitahuan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan . 

Pemeriksaan Substantif, yang ditujukan kepada Tergugat I atau 

kuasanya dan kepada Penggugat atau kuasanya yang diterima tanggal

22 Agustus 2003, bahwa Permohonan Desain Industri dengan No. 

Agenda : A00 2003 0013'; berjudul Penggaris atas nama Tergugat I 

tersebut, dinyatakan dapat diterima, akan tetapi pada lampiran 1 surat 

Tergugat II tersebut, telah menerapkan :

a. Bentuk dianggap-"Baru", sedangkan konfigurasi dinyatakan Tidak 

Baru" terhadap pembanding terdekat, dengan kata lain desain bentuk 

menjadi Hak eksklusif Pemohon, sementara Konfigurasi menjadi Hak 

eksklusif pihak yang mengajukan keberatan atau Tjio Gwek Hwa.

b. Konfigurasi yang terdapat pada bentuk desain Penggaris atas nama

Pen'ohon.....
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rVjinohon (r.uj.'inlo) luiur; <liliilan<|l-aii dalam  |n<i<lul ;i ni.iti| f >n < lalam 

peredarannya.

11. Bahwa menurut Penggugst. tindakan Tergugat II menerbitkan surat No. 

H2-HC-04-09-70 tertanggai 14 Agustus 2003 dengan lampiran 1 terse­

but, tidak cukup karena tidak mempunyai kepastian Hukum, oleh 

karenanya Penggugat kembali mengajukan keberatan atas lindakan/ 

keputusan tersebut.

12. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II me­

nerbitkan “Perbaikan Sertifikat Desain Industri" atas nama Tergugat I, 

dengan No. H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 dan dalam 

perbaikan sertifikat tersebut, telah dilakukan perbaikan dari pcM linckmgan 

Hukum “Bentuk dan Konfigurasi" menjadi perlindungan Hukum “Bentuk" 

saja.

13. Bahwa- walaupun Tergugat II, telah menerbitkan “Perbaikan Sertifikat 

Desain Jndustri" atas nama Tergugat I, dengan No. H2-HC.04.07-16 

tertanggal 29 Maret 2004. Penggugat berpendapat tindakan Tergugat II, 

belumlah cukup, dikarenal; an:

13.1. Dalam perbaikan sertifikat atas nama Tergugat I dengan No.H2- 

HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004, Tergugat tidak 

mencabut/membatalkan Sertifikat Desain Industri atas nama 

Tergugat I. No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003. Tidak 

dicabut/ dibatalkannya Sertifikat tersebut dapat didugs bahwa, 

Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain 

Industri No.lD 0 004 475, tertanggal 21 Agustus 2003 ¡ersebut, 

dengan cara memproduksi dan/atau memperdagangkan 

“PENGGARIS", dengan mencatumkan “Konfigurasi”, hasi! Desain 

Penggugat, padahal seharusnya Tergugat I hanya dapat diberi 

perlindungan Hukum Bentuk Saja.

13.2. Tergugat II, juga tidnk memperbaiki dan/atau mencabut Sertifikat

Desain Industri Penggugat, untuk selanjutnya menerbitkan "PER­

BAIKAN .....
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BAIKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI" atas nama Penggu­

gat, dan dengan memberikan perlindungan hukum “Bentuk dan 

Konfigurasi“ karena Tergugat II juga telah membuat kesalahan 

yang tidak mencatumkan kata-kata “Konfigurasi" pada Sertifikat 

Penggugat tersebut.

14. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan Hukum 

tersebut pada butir 12.1 dan 12.2 sehingga pada tanggal 3 Maret 2005 

Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dan Pener­

bitan Sertifikat Desain Incustri kepada Tergugat II, agar Tergugat H :

1. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri Nomor

Desain Industri :ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas nama
i

Penggugat (Tjio Gwek Hwa), dan dengan menerbitkan Sertifikat 

Desain Industri yang baru atau perbaikan sertifikat, dengan 

memberikan perlindungan Hukum "Bentuk dan Konfigurasi:

2. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Desain Industri dengan 

Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 agustus 2003 

dan “P.erbaikan Sertifikat Desain Industri" atas nama Tergugat I, No. 

H2-HC.04.07-16 tertanggal 29 Maret 2004 atas nama Tergugat l. 

dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang baru atau 

Perbaikan Sertifikat Desain Industri, dengan memberikan perlin­

dungan Hukum "Bentuk" saja.

15. Bahwa tidak dicabut/dibavalkannya Sertifikat Desain Industri Penggugat 

Nomor Desain Industri: D 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 atas 

nama Penggugat, dan kemudian tidak diterbitkannya Sertifikat yang 

baru (Perbaikan), maka secara pasti Penggugat akan mengalami 

kesulitan dalam mempertahankan Haknya atau mengambil tindakan- 

tindakan hukum terhadap pihak ketiga termasuk Tergugat I dari 

perbuatan-perbuatan menggunakan dan/atau memproduksi “Pengaris" 

yang menggunakan Desain “Konfigurasi”, pada hal Penggugat telah 

diakui sebagai pendesain Konfigurasi sebagaimana yang terdapat pada

Desain.....

Analisis terhadap..., Lexyndo Hakim, FH UI, 2008



Desain Industri “PENGGARIS EBTANAS" tersebut. Demikian juga 

Tergugat I akan dapat menyalahgunakan Sertifikat Desain Industri 

dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 

2003 dan “Perbaikan Sertifikat Desain Industri” No:H2-HC,04.07-16 

tertanggal 29 Maret 2004, karena didalam sertifikat Desain Industri 

tersebut Tergugat I diberi perlindungan Hukum Bentuk dan Konfigurasi, 

sedangkan Sertifikat Desain Industri No. Desain Industri : ID O 004 475 

tertanggal 21 Agustus 2003 tersebut belum dicabut/dibatalkan, baik 

melalui/pada "perbaikan Sertifikat Desain Industri” Nomor H2-HC.04.07- 

16 tertanggal 29 Maret 2004, maupun melalui Surat Keputusan 

tersendiri dari Tergugat II.

16. Bahwa Terhadap surat permohonan Penggugat tertanggal 3 Maret 

2005 tersebut, Tergugat II, melalui Suratnya Nomor : H2.HC.04.10-93, 

memberikan keputusan yang pada intinya menyatakan :

1. Bena^bahwa telah didaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
•l

Intelektual:

a. Desain Industri No. ID 0000759 untuk melindungi -Bentuk” 

penggaris pada tanggal 29 April 2002; dan

b. Desain Industri No. ID 0004475 untuk melindungi “Bentuk dan 

Konfigurasi” penggaris pada tarlggal 14 Agustus 2003 telah 

memperbaiki perlindungan hanya untuk “Bentuk” saja.

2. Bahwa permintaan Saudara (Penggugat) untuk membatalkan 

sertifikat tersebut pada butir 1.a dan 1.b dan menerbitkan sertifikat 

baru tidak dapat kami kabulkan karena pembatalan sertifikat hanya 

dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 38 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

17. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan 

Tergugat II Nomor : H2.I-JC.04.10-93 tersebut, karena alasan Tegugat 

pada butir 2 (dua) tidak sesuai menurut Hukum atau bertentangan 

dengan Pasal 37 ayat 1 «Jndang-Undang No. 31 Tahun 200C tentang 

Desain Industri.
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18. Bahwa Keputusan Tergugat II menolak surat Penggugat tei tanggal 3 

Maret 2005 bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyatakan :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh 

pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

berbunyi sebagai berikut:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggai Penerimaan 

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang 

telah ada sebelumnya.

3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

adalah pengungkapan Desain Industri sebelumnya :

a. Tanggal Penerimaan atau

b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak 

Pfioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di

' luar Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

berbunyi sebagai berikut : Hak Desain Industri tidak dapat diberikan 

apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, keterbitan umum, agama, atau 

kesusilaan.

Dengan demikian maka Penggugat cukup beralasan mengajukan 

gugatan ini melalui Pengadian Niaga Jakarta, karena akibat tindakan 

Tergugat II sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan 

Niaga Jakarta sangatlah berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta untuk memeriksa dan memuluskan

sebagai.....
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sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Hak Desain Industri 

dan pemegang Desain atas Industri No. ID 0 004 475. tertanggal 21 

Agustus 2003.

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan rr.elanggar 

Hukum.

3. Menyatakan penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Desain Industri 

“Bentuk dan Konfigurasi" terdaftar No. ID 0 000 759, tertanggal 29 April 

2002, atas nama Penggugat.

4. Menyatakan Pendaftaran Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 475, 

terdaftar tanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I. mempunyai 

persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan Desain 

Industri “Bentuk dan Konfigurasi" milik Penggugat.

5. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal, Pendaftaran 

Desain Industri “Bentuk” terdaftar No.: ID 0 004 475, tertanggal 21 

Agustus 2003. atas nama Tergugat I dari daftar umum Ditjen KAKI.

6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan 

Pengadilan dengan me'.coret Pendaftaran Desain Industri “Bentuk" 

terdaftar No. : ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003. atas nama 

Tergugat I, dari daftar Umum Hak Desain Industri.

7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Peng­

adilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal

7 Desember 2005 Nomor 58/Desain lndustri/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Desain Industri “Bentuk 

dan Konfigurasi" terdaftar No. ID 0 000 759. tertanggal 29 April 2002, 

atas nama Penggugat;

3. Menyatakan Desain 'r.dustri No. ID 0 004 475 terdaftar tertanggal 21

Agustus.....
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Agustus 2003 atas nama Tergugat I tidak baru, karena mempunyai 

persamaan konfigurasi secara keseluruhannya dengan Desain Industri 

No. ID 0 000 759 tertanggal 29 April 2002 milik Penggugat;

4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri No. ID 0 000 475 

tertanggal 21 Agustus 2003, atas nama Tergugat I dari Daftai Umum 

Ditjen H AKI;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan
i

Pengadilan dengan mencoret atau membatalkan Pendaftaran Desain 

Industri No. ID 0 004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama 

Tergugat I dari Daftar Umum Hak Desain Industri;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang sampai 

hari ini sejumlah Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggug at selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat torsebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat I pada 

tanggal 7, Desember 2005, kemu<fe\ terhadapnya oleh Tergugat I dengan 

perantaraan ; kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 

Desember 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 

Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 

41/Kas/Desain lndustri/2005/PN.Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor : 58/DESAIN 

INDUSTRI/2005/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori 

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2005;

Bahwa setelah itu olen Termohon Kasasi/Penggugat yang pada 

tanggal 28 Desember 2005 to.ah disampaikan salinan permohonan kasasi 

dan salinan memori kasasi dnri Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori 

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta 

Pusat pada tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya

telah.....
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tel; h diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan daJam Undang-Undang, 

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi daiam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dan 

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c:i Jakarta 

pada tanggal 12 Desember 2005 sebagaimana ternyata dalam Tanda 

Terima Permohonan Kasasi terhadap putusan Gugatan Desa.n Industri 

Nomor : 41/Kas/Desainlndustri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor:58/ 

Desain lndustri/2005/PN.NIAGA.JKT.PST., sehingga masih dalam teng­

gang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, juga Memori 

Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh 

Undang-Undang;

2. Bahwa judex facti in casu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lulah salah 

dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan 

pertimbangan-pertimbangan hukum serta tidak memeriksa secara 

cermat pokok permasa'£;han melainkan hanya mengambil alih segala 

dalil-dalill dan alasan Teniohon Kasasi (dahulu Penggugat). Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat sebagai judex facti dan judex juris diwajibkan untuk 

memberikan penilaian dan pertimbangan yang “geargumenteerd" 

terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang bersengketa;

3. Bahwa pertimbangan yang dipakai oleh Pengadilan Niaga untuk 

menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) 

dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah keliru penerapan 

hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus mempertimbang­

kan terlebih dahulu apakah hak yang diberikan perlindungan aias barang 

atau produk desain industri milik Pemohon Kasasi dan Termohon
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Kasasi, kemudian baru menilai dan mempertimbangkan apakah antara 

hak desain industri yang diberikan perlindungan tersebut tentang ada 

tidaknya persamaan;

Tentang maksud bentuk dan konfigurasi dalam Desain Industri

3.1. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 

2000 dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa : "Desain 

Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri 

atau kerajinan tangan".

Dengan demikian dalam Desain Industri yang diberikan hak 

perlindungan atas barang atau produk adalah :

1. bentuk, atau;

2. konfigurasi, atau;

3. komposisi garis/warna, alau;

4. bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna.

3.2. Berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Kasasi

(dahulu Penggugat) yang sama dengan bukti T. 1-5 yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I) yang sama dengan

bukti T.ll-I yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Sertifikat Desain

Industri DESAIN PENGGARIS EBTANAS ID 0 000 759 atas

nama Termohon Kasasi, yang diberikan perlindungan oleh

Tergugat II adalah bentuk atas Desain Penggaris Ebtanas;

3.3. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) jelas menyebutkan

dasar kepemilikan Pemohon Kasasi adalah Sertifikat Desain

Industri No. ID 0 004 475 yang mendapatkan perlindungan

adalah bentuk oan konfigurasi dari Tergugat II. Namun

selanjutnya Tergugat II mengirimkan Surat No. H2HC.04.07-16

tertanggal 29 Ma’et 2004 perihal Perbaikan Sertifikat Desain

Industri.....r'
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Industri yang menyatakan terdapat kesalahan pengetikan dari 

yang dimintakan perlindungan adalah bentuk dan konfigurasi 

menjadi bentuk saja. Sehingga “perbaikan sertifikai dengan 

alasan kekeliruan pengetikan" ini sangat merugikan Pemohon 

Kasasi, karena berdasarkan permohonan dengan No. Agenda 

A00 2003 00131 tanggal 22 Januari 2003 Pemohon Kasasi 

mengajukan permohonan perlindungan atas bentuk dan 

konfigurasi kepaaa Tergugat II;

3.4. Bahwa dengan »rianya surat perihal perbaikan sertifikat dari 

Tergugat II sehingga Pemohon Kasasi hanya mendapatkan per­

lindungan atas bentuk saja, maka yang harus menjadi penilaian 

dan pertimbangan judex facti adalah bentuk antara desain 

industri Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dengan desain 

industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Untuk membuat 

lebih jelas, kami gambarkan perbedaan antara desain industri 

Pemohon Kasasi dengan desain industri Termohon Kasasi;

3.5. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena dalam pertim­

bangan hukumnya halaman 19 alinea 1 dan alinea A, judex facti 

telah mempertimbangkan ada tidaknya persamaan konfigurasi 

antara desain «ndustri Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) 

dengan desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), 

padahal konfigurasi atas desain industri Pemohon Kasasi (dahulu 

Tergugat I) dai desain industri Termohon Kasasi (dahulu 

Penggugat) adalah sudah menjadi milik umum (public domain). 

Konfigurasi tersebut adalah gambar yang telah menjadi milik 

umum sebagaimana telah lazim digunakan dan diketahui 

khalayak umum pada produk sejenis yang sudah beredar dan 

dijual dipasoran. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti T. 1-07 

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat l) yaitu 

berupa faktur penjualan produk berupa penggaris yang telah

‘¿»eredar...
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beredar dan dij'.ial di pasaran oleh Pemohon Kasasi (dahulu 

Tergugati) sejak Tahun 2001, jadi jauh sebelum Pemohon Kasasi 

mengajukan perrrohonan desain industri pada Tergugat II dan 

kemudian mempeioleh Hak Desain Industri dengan No. ID. 0 004 

475;

3.6. Judox facti telah salah d am menerapkan hukum, karena tidak 

mempertimbangkan terlebih dahulu dasar hak Pemohon Kasasi 

(dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), 

bari/ kemudian mempertimbangkan ada tidaknya persamaan. 

Judex facti malah mempertimbangkan ada tidaknya persamaan 

konfigurasi, hal mana yang sangat keliru karena judex facti 

seharusnya mempertimbangkan ada tidaknya persamaan dalam 

bentuk, bukan persamaan dalam konfigurasi.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum 

berkenaan dongan asas :tikad tidak baik.

Tentang 'itikad buruk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

4.1. Dalam gugatannya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)

mendalilkan sebagai pendesain dan pemegang hak desain

, industri dalam bentuk dan konfigurasi yang terdapat pada Desain

Industri No. ID 0 000 759 yang dijadikan sebagai bukti P-1 oleh 

Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang sama dengan bukti 

T. 1-5 yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan 

bukti T.11-1 yang diajukan oleh Tergugat II. De facto baik dalam 

bukti P-1 yang sama dengan bukti T.1-5 dan T.ll.l, atas Desain 

Penggaris Ebtanas milik Termohon kasasi (dahulu Penggugat) 

hanyalah mendapat perlindungan atas bentuk sajs. Sehingga 

dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mendapat perlin­

dungan atas bentuk dan konfigurasi adalah tidak benar dan 

menyesatkan;

.2. Bahwa Bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu

Penggugat.....
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Penggugat) hanya melampirkan lembar pertama dari keselu­

ruhan lembar Sertifikat Desaian Industri No. ID. 0 OCO 759 

sedangkan gambar, uraian dan keterangan gambar tidak dilam­

pirkan, padahal gambar, uraian atau keterangan desain ¡ndustri 

yang dilindungi tersebut adalah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Sertifikat Desain Industri. Tindakan Termohon 

Kasasi (dahulu Penggugat) yang tidak melampirkan bukti surat 

secara lengkap, Pemohon Kasasi nilai sebagai bentuk itikad 

buruk dan sebagsi upaya untuk mengaburkan fakta nukum 

(bandingkan vide b^kti surat P-1 dengan bukti T. 1-5 dan bukti 

T.II-1);

4.3. Bahwa judec facti t€.*Iah salah menginterprestasikan dasar hak 

desain industri Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah 

Agung berpendapat; 

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex 

facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sudah 

tepat dan tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku sebab:

1. Hak Desain industri milik Penggugat terdaftar No. ID 0.000759 tanggal

29 April 2002 (bukti P.1) sedangkan Desain Industri milik Tergugat I

terdaftar No. ID 0.004.475 tanggal 21 Agustus 2003 (bukti TI.1 & Tll 2).
i

Sehingga terbukti bahwa Dusain Industri milik Penggugat telah terdaftar
K / 'W  * v

lebih dahulu dari Desain Industri milik Tergugat I.

Bahwa Desain Industri milik Penggugat diberikan perlindungan hukum 

terhadap “bentuk yang utuh dari keseluruhan” Desain Penggaris 

Ebtanas, yang berarti diberikan untuk “bentuk dan konfigurasi” (bukti 

TII.1).

3 Bo'iwa
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3. Bahwa Desain Industri milik Tergugat I tidak pernah dibatalkan oleh 

Tergugat II, sedang konfigurasi kedua Desain Industri tersebut sama 

secara keseluruhannya naka pendaftaran Desain Industri milik Tergugat

I setelah Penggugat mendaftarkan Desain Industrinya tidak baru lagi 

karena pada tanggal pe"usiimaan Desain Industri tersebut sama dengan

* ' pengungkapan yang telah ada sebelumnya in casu Desain Industri milik 

Penggugat yang didaftarkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

lagipula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atuj Undang- 

Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 

SUJANTO tersebut haruslah ditolak;

. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana lolah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000, serta Po'aturan Perundang undangan lain yang ber­

sangkutan;

M E N G A D I L I  

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUJANTO 

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan

kawan-kawan Advokat tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat l untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari SENIN tanggal 27 MARET 2006, oleh H. ABDUL KADI R 

MAPPONG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua 

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH., dan 

\. B. N GURAH ADNYANA, SH Para Hakim Agung masing-masing se­

bagai .....
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bagai Hakim-hakim Anggota, ojtusan mana diucapkan dalam sidang ter­

buka untuk umum pada hari itu juga oieh Ketua Majelis tersebut dengan di­

hadiri oleh H. A T J A  S O N D JA JA , SH.f dan I. p , N G U R A H  A D N Y A N A , S H ., 

Hakim-hakim Anggota serta B AM BANG P R A M U D W IY A N TO , S H ., Panitera 

Pei.gganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

H. A T J A  S O N D JA JA , SH.
Ttd.

I. B. N G U R AH  A D N YA N A , SH.

Ketua,
Ttd.

H. A B D U L  K A D IR  M A P P O N G , S H .

Panitera Pengganti,
Tid .

BAIVIBANG P R A M U D W IY A N T O , SH.

Biava-biava:

1. Materai....

2. Redaksi....

1. Materai.................... Rp. 6.000,-

2. Redaksi...................... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000.-

Jumlah Rp. 5.000.000,-
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REPUBLIK INDONESIA 
D EPARTEM EN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Rejaublik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 
memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat 
Pemegang Desain Industri

GOENADI
Jl. Rajawali No. 4 
Kel. Karangpacar, 
Jawa Timur (ID)

Rw. 03 
Bojonegoro,

Nama Pendesain : G o e

Judul Desain Industri : KE AN ROKOK 369

Perlindungan diberikan un ; /  Komposisi Warna

Nomor Pendaftaran : ID 0 008 989 -  D

Sertifikat ini berl^u^J^fsepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan 0 2  J u n i 2 0 0 4
Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar, uraian atau keterangan yang 
tidak terpisahkan'r'dari sertifikat ini.

Jakarta, 28 Oktober 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak 
J  Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang j?

Drs. Achmad Hossan, ^.H. 
NIP. 0 4 0 0 2 8 8 6 4
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KEMASAN ROKOK 369

Desain ini digunakan sebagai kemasan rokok.

Perlindungan Yana Diminta

Bentuk, konfigurasi dan Komposisi warna dari desain Kemasan Rokok 369 
seperti terdapat dalam gambar 1 sampai dengan gambar 7.

Uraian Gambar

Gambar 1 : Tampak perspektif dari desain Kemasan Rokok 369

Gambar 2 : Tampak belakang dari desain Kemasan Rokok 369 

Gambar 3 : Tampak depan dari desain Kemasan Rokok 369 

Gambar 4 : Tampak samping kanan dari desain Kemasan Rokok 369 

Gambar 5 : Tampak samping kiri dari desain Kemasan Rokok 369 

Gambar 6 : Tampak bawah dari desain Kemasan Rokok 369 

Gambar 7 : Tampak atas dari desain Kemasan Rokok 369
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( 1 2 )  DESAIN INDUSTRI  INDONESIA 11)0 008  989

(1 9 )  D I R E K T O R A T  HAK CIPTA, D E S A I X  I N D U S T R I ,
DKSAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG (45) 14 Oktober 2( 
D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  1IAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(21) Nomor Permohonan Desain Industri : A00 2004 01796

(22) Tunggal Penerimaan Permohonan Desain Industri: 02 Juni 2004

(54) Judul Desain Industri : KEMASAN ROKOK 369

(51) Klasifikasi Internasional Desain Industri: 09 -05

(74) Nama dan Alamat Konsultan IIKI :
P A C IF IC  PA TEN  T
G E D U N G  G RAH A  NIAGA LT. II
JI. J cn d . S u d irm an  Kav. 58, J ak a r ta

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri: 
G O E N A D I
JI. R ajaw ali No. 48 Rt. 16 Rw. 03 
Kcl. K a ran g p acar ,  Kcc. Bojonegoro,
J a w a  T im u r  (ID)

(30) Data Prioritas :
(31) N om or: (3^) lingga/ * (-*3) Negara .

Sedangkan kata dan/atau angka tidak termasuk yang dilindungi dalam lingkup Desain Industri

t v ■wiifr1"itiiuto
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